PROVINSI JAMBEI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 069/ Kep 217 /2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BERUSAHA BERBASIS RISIKO

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

8.

1.

KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan
publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yvang
baik, dan untuk mewujudkan kepasitian hak dan kewajiban
sebagal pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan
publik, wajib menetapkan slandar pelayanan, guna untual:
memberikan acuan penelaian kinerja dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalson
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Slandar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci
dengan Keputusan Bupati Kerinci.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentulkan
Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republil
Indonesta Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor S5234§, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tenfang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan [(Lembaran Negara Republil;
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Neomor 23 Tahun 2014 fcntang Pemerintah
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahuu 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaitmana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daersh menjacli
Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia 5657);

Undang-Undang Nomeor 38 Tahun 2024 tentang Kabupatlen
Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomcr
144, tambahan Lembaran Negara Noemor 56959);



Menctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Dacrah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomar
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hulcum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Kcrinci Tahmn 2015 Nomor 2 };

Peraturan Daecrah Kabupaten Kerinei Nomor 5 Tahun 2022
tenfang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrzh
{Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Peraturan Dacralhh Kabupalen Kerinci Nomor S Tahun 2019
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
[Lembaran Daerah Kabupaten Kerinel Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Bupati Kerinci Nomeor 2 Tahun 2023 tentang
COrganisasi, dan Tata Kerja Perangkat Dacrah [Berita Daerah
Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Penetapan 3Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Berusaha Bcerbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci.

Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian
Tidak Terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesstu
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai
acuan dalam penilaian  kinerja pelayanan oleh  pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyvarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlalu sejak tangga! ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal L7 PPl 2025

NCI

Teminezon dizsampaikan kepada, Yih :

1 Ketua DPRD Kahb. Kerinci di Siulal: Deraes.

Ainspekiur Kab, Kennel di Siulals,

S HKepala Bappeda-Lithang Keab., Kerined di Siulale.

4. Kepala BPKPD Kab, Kerinel di Siulak

5. Kubag Hulum Setda Kab. Kerinci di Siulak {7 eksemplar ).
&.Yang bersanglutan untuk didakssnakan schapaimasna mestinysa,



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

MAKLUMAT PELAYANAN

” DENGAN INI, KAMI BERJANJI SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKANKAN TIDAK
SESUALS

SIULAK, 27 kel 2025

BUYRATI KERINCI

NADI




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR :
503/Kep. 213 /2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON .
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KERINCI

FPENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN MON
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- KABUPATEN KERINCI

[. BEKTOR PERTANIAN

1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan

2. Persetujuan Perubaban Jenis Tanaman

3, Persetujuan Perubahan kapasitas Industri Pengolahan Hasil Pertaman
Perselujuan Diversifikasi Usaha Perkebunan

4. Rekomendasi untuk memperoleh RIMU

[ KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No

KOMPONEN

URAIAN

1.

Persyaratan Pelayanan

A. Persetujuan Perubahan Luas Lahan

1.

Ll S

Profil perusahaan  melipuati  Akta
Pendirian dan perubaban terakhir yang
telah terdaftar di Kementerian Hukum
dan Hak Azazi Manusia, komposisi
kepemilikan saham, susunan pengurus
dan bidang usaha perusahaan

Nomor Pokok Wajib Pajalt

Bukti Lunas PBB

Bukii Kepesertaan BPJS
Ketenagakcerjaan danBPJS Kesehatan
Rekomendasi kesesuaian denpgpan
Perencanaan Pembangunan
Perkebunan Provinsi dari Gubernur
PKKPR/Izin Lokas: yang masih berlalku
dilengkapi dengan peta digital calon
lolkasi dengan skala 1:100.000 atau

- 1:50.000 [cetak peta dan file elektronik)

sesvlai dengan Peraturan Perundang-
undangan

Izin Lokasi yang dilengkap] denpgan
peta digital calon lokasi dengan skala
1:100.000 atau 1:50.000 (celak peta
dan file elektronik] sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan




8. Rencana kerja pembangunan
kebun  PT. { termasuk rencana
fasilitasi pembangunan kebun
magyarakcat sekitar]

9. Persetujuan Lingloungan S Tzin
Lingkungan Surat Pernyataan dari
Direktur [fPimpinan PT...tentang
kesanggupan FT untuk :

a. memiliki sumber daya manusia,
sHrand, rasarana dan  system
untuk melakulkan pengendalian

organisme pengganggil
tanaman {OPT)
b. memiliki summber daya

rmanusia, sarana, prasarana
dan systemn untuk melalkukan
pembukaan ishan tanpa bakar
scria pengendalian kebakaran

c. Memlasilitasi pembanpunat
kebun masyarakat sekitar yang
dilengkapi dengan rencana
kerja dan rencana pembiayaan,
fdan

d. Melaksanakan kemitraar.
dengan pekebun, karvawan
dan/atau masayarakat seldtar

perkebunan
11.%urat Pernyataan dari Direktur/
Pirnpinan PT.bahwa status

Perusahaean Perkebunan scbagal
ussha mandiri atau bagian dari
kelompok (group] Perusahaan
Perkebunan belum menguasai
lahan melebihi batas paling luas
vang diatur dalam  Peraturan

Menteri Pertanian tentang
Pedoman Perizintan Usaha
Perlkeburnan

12.Hasil Penilaian Usaha Perkebunao
berdasarkatn Peraturan Menterl
Perianian tentang Penilaian Usahs
Perlcebunan

13 Laporan Kemajuan PFisik dan
keuangan Perusahaan,

B. Persctujuan Perubahan Jenis
Tunarman
1. Prefil Perusahaan yang imelipuli
Akta Pendirian dan perubahan
terakhir yang telah terdaftar cli
Kementerian Hukum dan  Halk

Asasi Manusia, Komposisi
kepemililcan saham, S1IFLINS
pengurus dan  bidang ssha
perasabhaan

2. IUP-B alau IUP serta 2K, HGU

3. Rekomendasi dari Dinas
Kabupaten vang membidangi :
perkebunan sesuai Kewenangan

4. Rencans kerja tenta perubzhan
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B Industri Pengolahan Hasil
Perkebunan
1. IUP-P dan JUP
2. Profil Perusahasan meluputi alita
Pendirian dan Perubahan teralchir
yang telah terdafttar i
t Kementeriatn Hukum dan  Fak
i Asasi Mannusia, Komposisi
fepemililtan sabham, SL1ZL1NArL
pengurus dan  bidang usaha
perusahaan
3. Rekomendasi ketersediaan
bahan baku dari OPD teknis
Kabupaten
4., Rencana  kerja perusahaan
tentang penambahan kapasitas
5. Izin Linglungan
6. Hasil Penilaian Usaha
Perkebunan berdasarkan
Peraturan Menieri Perfanian
tentang Penilaian Usaha.
Perlvebunan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak
8. Bukti Lunas PBER
9. Bukli Kepesertaan BPRJZ

Perkebunan
1. IUP-B atau IUP
2. Profil Perusahaan ineluputi akte
Pendirian dan Perubahan terakhir
b YVang telah terdaltar di
Kementerian Hukum dan  Hak
- Asasi Manusia, Komposisi
kepemilikan saharn, susunan
pengurus  dan  bidang usahac
perusahaan
3. Rencana Kerja tentang diversifikasi
usaha
4, Surat dukungan Kepala
5. Dinasyvang membidangi
perkebunan Kabupaten
Surat dukungan diversifikasi

. Izin Lingkungan
. Hasil Penilaian Usaha

. Nomor Pokok Wajibh Pajak
. Bulsti Tunas PBBE
. Bukfi Kepesertaan BPJS

C. Persetujuan Perubahan Kapasitas

. Persetujuan Diversifikasi Usaha

jenis tanaman

Perlrebunean berdasarkan
Poratiaran Menteri Partanisn
tentang Penilaian Usaha
Perlzebunan

Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan.

Ketenagalkerjaan dan BERFS
Kesehatan

usaha darn Instansi terkait




7. Izin Lingkungan

8. Hasil Penilaian Usaha
Perkebunan berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian
tentang Penilaian Usaha
Perkebluinan

9. Nomor Pokok Wajib Pajak

10.Bukti Lunas PBRE

11. Bukti Kepesertaan BPJ&
Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan.

E. Rekomendasi Untuik Mempereoleh

EMU

Permohonan bermaterai Rp.10.000,-

1. Fotocopy e-KTP permchon

2. Pasfoto warna 3x4 (2 lembar)

3. Fotocopi halt kepemilikan tanah

4. Surat Kuasa dan fotocopy KTP
apabila Pengajuan permohonan
tidak luangsung dilakukan oleh
pemochon bermaterai Rp.10.000,-

5. Fotocopy Akta perdirian.
perusahan dan/atau
perubahannya yang telsth

mendapatkanpengesahan
/persetujuan  / pemberitahuan
dari Menteri Hukum dan Hal
Azazi Manusia bagi Perseroan
Terbatas (PT) dan tclah terdaftar
di Pengadilan Negeri bagi
Perseroan Komanditer (CV) bagi
permohon vang berbadan hukum,
&. Fotocopy NPWP vang status wajib
pajaknya telah dilconfirmasi
meialuil  sistemn informasi pada

Pemerintah Daerah yang
terhubung dengan SISTCITY
informasi dan Aplikasi pada Dirjen
Pajak.

7. Fotocopy IMB/BPG (khusus bagi
pemohon yang berbadan hulmim)




8. Foto lokasi 3R

9. Peta lokasi yang diketahui oleh
RT/RW Kepala Desa /Lurah,

10.Bukti Lunas PBE

11.Bukti Kepesertaan BPJ3
Ketenagakerjaan dan/atau BRIS
Kesehatan

1Z2. Map tulanpg kertas warna merah,

Prosedur

Penyclesaian Layanan

2| Sistern, Mekanisme, dan| 1.

S.

3. Jangka Waktu |1

Pernohon mengisi form permohonam
dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditetapkan baik
softcopy maupun  hardcopy atanx
meialukan pendaftaran,

Petugas petdaftaran perizinan
menelili persyaratan administrasi
scsuai dengan izin yang dimohon,
Pectugas Front Office tnemvalidasi dan
memberikan tanda ferima berkas
permohonan, kemudian diteruaskan
ke Back Office.

Petugas Back Office melakulkan
penginputan data-data varyz
dibutuhkan pada draft naskah izin.
Pejabat Fungsional yang mermbidangi

perizinan melakukan
verifikasidan wvalidasi
berkas/doltuamen permmchonan

melalui lembar kendali.

Draft naskah izin diserahken ke
Kabid uniuk dilakukan validasi.
Maskah izin wyang telah divalidasi
selanjutnya diberi pencimoroan dan
penetapan izin.

Izin VALY telah ditetapkan
selanjutnya dilakukan
penandatanganan secara elektronik
oleh Kepala Dinas.

Petugas Back Office mencetak izin
dan meneruskan ke Front Office,

10.Petugas Front Office menyerahkan

izin kepada  pemohon dengan
meminta kembali bukii tanda terime
berkas dan/atau mengirimkarn

. melalui Email/WhatsApp pemohon,

serta mengarahkan pernohon untul
mengisip kuesioner Survey
Kepuasan Masyarakat [SKM).

[fAlur/ Flowchart terlampir}
Persefujuan Perubahan Luas Lahan,
3 hari kerja setelah persyaratan
lengkap.

Porsctujuan Perubahat Jenis
Tanaman, 3 hari kerja seiclah
persyaratan lenghkap.

Persetujuan Perubahan kapasitas
Industri Pengolahan Hasil Pertaniari,
3 hari Ekerja sctelalr peorsyaratan
lengkap.

Persetujuan Diversifikasi Usaha

Perkebunan, 3 hari kerja setelah’

persyaratan lengltap. |




" 5. Rekomendasi untuk memperoleh
RMU, 3 hari kerja setelah
persyaratan lenglzap.

4| Biaya/Tarif . Pelayenan ini tidak berbiaya {Gratis).
5. Produk Pelayanan N Persetujuan Perubahan Luas Lahan
2. Persetujuan Perubahban Jenis
Tanarnar

3. Persetujuan Perubahan kapasitas
Industri Pengeolahan Hasil
Pertanian

4. Perszetujuan Diversifikasi Usaha

- Perkebiinan
. 5. Rekomendasi untuk memperoleh
_ RMU.
6. Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan
Pengaduan, Saran, dan Pelayanan ‘Terpadu Satu  Pintu
Masukan Kabupaten Kerinci menangani
pcengaduan VETIZ berhubungarn.

langsung dengan pelayanan yang
menjadi kewenangannya;

2. Masyaralkkat dapat menyampaikan
pengaduan, saran dan masukan

melalui

a. Petugas pengaduan;

b, Surat;

c. Kotak pengeduan, saran dan
masukan;

d. Website melalui  alamat
Kepuasan Masyaraliat melalui
alamat hitp:/ /fwww.lapor.go.id

3. Pengaduan yang disampaikail secara.
langsung dan dapat diselesaikan
saat pengaduan ditcrima maks
petugas pengaduan akan
menyvampaikan jawaban saat ity

Juga dengan sepengatahuan

atasan /plmpinan;

4, Pengaduan yang memerlukan
kajian lebin lanjut akan
diselesaikan melalui tahap;

a. Pomceriksaan lapangan
b. Rapat koordinasi.
5. Jawaban atas pengaduan akan
disampaikan secara lisan atau
tertulis.

KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN {MANUFACTURING)

7. | Dasar Hulkum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik,
Undang-Undang Nomor 3% Tahun
2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintab Republik
Indonesia Nomor

-5 Tahun 2021 tentang
penyelenggarasn

[

L

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.




&1

Peraturan Pemerintah Nomor &
Taliun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusahsa
di Daerah,

Peraturan Menteri Pendayagunaai:
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar
Pelayanan.
Peraturan Menteri Pertanian
Nomor: 98/ Permentan/

OT.140/9/2013tentang Pedoman.
Perizinan Usaha Perlceburzan;

Peraturan Menteri Pertanian Repuablik
Indonesia Nomor 45 Tahun 201
tentang Pelayanan Perizinar.
Berusaha Terintegrasi Saecars,

Elektronik di Bidang Pertanian;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
15 Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Standar Produk:
pada Penyelenggaraan  Perizinan.
Bcrusaha Berbasis Risiko Sektor
Pertanian.

Sarana, Prasarana
darn/atau Fasilitas

10.Peraturan Mentert Dalam Negers

11.Peraturan Daerah Kabupaten Kerinoi

12.Peraturan Bupati Kerinci: Nomor

Sarana’

a

b

c. Sistem Informasi
Mangjemen Perizinan Terpadua
DIrMPTSE

d
e
f.

E-

Peraturan Menteri Pendayagunaarn
Aparatur Negara dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan.

Nomor 138 Tahun 2017 (lentang
Penvelenggaraan DPelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah,

Nomor 4 Tahun 2019 tenfang
Penyvelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

19 Tahun 2025 tentang
Pendelogasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non)
Perizinan Bcerusaha Berbasis Risiko
Kepada Kepala Dinas Penanaman)
Modal dan Pelayanan Terpadu Salu
Pintu Kabupaten Kerinci. '

. Perangkat Komputer, printer dan
SCAarier
. Alat Tulis Kanter

. Blanko /Formulir izin

. Brosur pengurusa izin

Papan informasi dan persyaratan izin
Telepon




| h, Website.

1. Jaringan Inlernet.

j. Kotak pengaduan,

k. Kamera pengawas CCTV.

l. Mesin fotokopi.

m. Pendingin ruangan.

n. Televisi.

0. Alat Pemadam Api Ringan [APAR).
p. Alat pengukur kepuasan layanan.

Prasarana:

Loket Informasi.

Loket Pelayanan.

MMesin Antrian.

Loket Administrasi Perizinan [Front
Office} dan Tim Teknis Perizinan
{(Back Office)

Loket Pengaduan.

Ruang layanan konsultasi.
Loket Pengambilan Izin

Loket Kasir/bhendaharsa

Ruang Penyimpanan Arsip.
Ruang tunggu.

Ruang rapat.

. Ruang laktasi.

m, Ruang bermain anak.

n. Ruang Perpustalkaan.

o. Tempat ibadah

p. Halaman Parkir.

Lo oD

TR TTR D

9. | Kompetensi Pelalkksana a. Pejabat Struktural

- Memilild kempetensi dan
kewenangan dibidang
perizinan.

- Menguasal prosedur lentang
penerbitan izin.

- Mengetahul dan mermahami
peraturan terkait perizinan.

- Memenuhi kualifikasi
sebagaimana telah ditetapkan
dalam dcekumen standar
kompetensi untuk jabatan
terkait.

b.Petugas Front Office
- Pendidikan : Minimal Iulusan
SMA/ Sederajat.
- Pengalaman: -
- Berwawasarn luas.
- - Pengetahuan Kerja:
» Memahami tupoksi unit kexrjanya.
+ Memahami mekanisme dan
administrasi perizinan.
« Nengotahui dan
rmemahami tata cars
penerbitan izin sektor
Pertanian.
- Keterampilan Kerja:
¢+ Dapat mengoperasikan computor.
¢+ Ramah dan beroricntasi
pada kepuasan pelanggan,




+ Dapat bekerjasama dalam tim.
Disiplin, Jujur dan Bertanggung )
jawalb, §
- Berpenampilan Menarik.

c. Petugas Back Office
- Pendidikan : Lulusan D3 atau
81 (semua jurusan).
- Pengalaman: -
- Berwawasan laas.
- Pengetshuan Kerja:
=~ « Memahami tfupoksi unit kerjanys.
= Memahami mekanisme dan
administrasi perizinan.
# Mengetahui dan
memahami tata cara
penerbitan izin sektor
Pertanian.
- Keterampilan Kerja:
¢ Dapat mengoperasikan computer,
s Dapat bekerfasama dalam tim.
¢ Teliti dan cermat.
- DPisiplin, Jujur dan Bertanggung
jawab.

. Tim Teknis
- Pendidikan: Lulusan 51 {semua
jurusarn).
- Pengalamait: -
- Berwawasan luas.
- Pengetahuan Kerja:
v Memahami tupolks] unit kerjanya

» Memahami mekanisme dan
administrasi perizina:m.
* Mengetahui dan memahami fata
cara
penerbitan izin sektor Pertanian.
- Keterampilan Kerja:
s Dapal mengoperasikan computer,
s Dapat bekerjasama dalam tim.
» Teliti dan cermat.
- Disiplin, Jujur dan Bertanggung
jawab.
- Memenuhi kualifikasi sebagai
anggota Tim Teknis.




10.

Pengawasan Internal

1. Pemantauan kinerja dilakukan

dengan menggunakan kartu kendali
pelayanan yang melekat pada berkas
pelayanan.

2. Kartu kendali ini akan mengikuti

proses perjalanan berkas dari satu
petugas ke petugas lainnya dari
mulai  diterimanya berkas hingga
premprosesan berkas selesali.

3.8ctiap petugas walth melakukan

parafl dan tangpal penyerahan dan
penerimaan sesuai dengan slurnysa.
Dengan demikian akan dapat
diketahui dimana letalk kesalahan
jilka  terjadi ketoerlambatan miall
penyelesaian pelayanan yang tidak
scgual dengan  walitu yang  telah
ditentukarn.

4. Kartu kendali akan dikumpulkan

sctiap waktu atau  Ketika terjadi
komplain dari pemohon untuk
ditindalklanjuti,

11.

Jumlan Pelaksana.

Jumlah petugas yvang terlibat untulkc
mmelalkukan pelayanan setiap izin/jenis
layanan ini adalah 17 ({tujuh belas)
orang, yakni:

- 1 orang peabat eselon 1I

- 1 prang pejabat

strruktural /administrator.

- 3 orang pejabat lungsional/setara

esclon IV.

- 4 prang petugas Front Office.
- 8 orang petugas Back Office.
+Jumlah personil tim

teknismenyesuaikan
kebutuhan.

12.

Jaminan Pelayanan

a.Apabila produk layanan sudah selesai

maka petugas wajib mcenginformasikan
kepada pemohon mclalui
Telepon /WA /Tracking System.

b.Apabila produk layanan sudah selesal

dan dalam waktu 1 (satu) bulan dari
tanggal selesminya belum  diambil
pemohon, maka petugas membuat
pemberitahuan kepada pemohon agar
segera mengambil produk layanan
tersebul.

Jaminan Keamanar
dan Keselamatan
Pelayanan

1.Untuk menjamin kecamanan dalam

penyelenggaraan pelayanan
disediakesn pelugas keamanan yang
altan  ditugaskan di area  lokel
pelayanan.

2.Gedung pelayanan dilengkapi dengan

Alat Pemadam Api Ringan (APAR] serta
kamera CCTV.

3.5uarat izin/Surat keputusan  izin

dibubuhi tanda tangan clekironik,
sehingga dijamin keasliannys,

4 Surat Izin/Surat Keputusan Izin

menggunakan Kertas berkop Dinas

5.Pada 8K izmin  dilengkapi denpar

barkode.

£




14. | Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelaksana.
dimaksudkan untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksangan kegiatan
sesuai dengan standar pelayanar.
Adapun wupava ini alan dilalksanalian
dengai;
a.Melalukan survey indeks RkRepuasan)|
masyarakat
a.l. SBurvey dilaltukan kepada
masyvarakat pengguna layvanan
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerinci untuk
mengukur mutu dan kualitas
- pelayanan kepada Masyarakat
serta untuk mengsfahui tingkat
kepuasan masyarakat dan
menjaring keluhan  terhadap
pelaksanaan pelayanan, i
a.2. Survey dilakukan secara terus ‘!
MEenerus dengan meminta
kepada pengguna layanan |
untuk mengisi kuesioner yvang |
terdapat pada Survei Kepuasan
Masyarakat online
denganaiamat
hitp:/ /www.lapor padu saat
mengamixl naskah perizinan
dan fatau nonperizingn di
Dinas Penanaman Modal dan
Felayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerinci.

@3 Pengolahan data untuk
mengetahui angka Indeks
Kepuasan Masyarakat

dilaloiltan secara periodik sefiap
Semester (enam bulan zckali).

a.4. Hasil sSUrvey berdasarkan
pedoman pengolahan data SKM
(Peraturan Menteri
Pendayvapnunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi)
a.5. Hasil survey dengan indcks

persepsi “kurang bhaik”
ditindaklanjuti dengan
mmelaliukan pembahasan

bersama bagian terkait untuk
dicarikan jalan keluar uniuk
- . dapat meningkatkan indeks dan
dibuatkan perencanzaan tindak
lanjut untulkk perbaikan pada
unsur-unsur yang dinilai masih
rendah.
b.Penilaian kincrja pegawai oleh
Subbagian Umum dan Kepegawaian.




II. SEKTOR KESEHATAN:
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20.
21
22,
23.
24.
25.
26,
27,
28,
29,

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37,
35,

39,
40,
471,
42,
43.
44,

Surat lzin Pralktik Dokler Umum.

Surat Jzin Praktik Dolcter Gigi.

Surat Izin Praktik Dokter Spcsialis.
Surat Izin Praktik Dolkter Gigi Spesialis.

Surat Izin Praktik Psikologi Klinis.

Surat Izin Prakiik Perawat.

Surat Izin Praictik Bidan.

Surat Izin Praktfik Apoteker.

Sural Izin Praktik Tenaga Kefarmasian.

.Surat Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan.

.Surat Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilalku {(SKM].
.SBurat Izin Praktils Pembimbing Kesehatan Kerja.

.SBurat Izin Pralitilkk Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
.Burat Izin Praktik Tenaga Biestatistilt dan Kependudukan,
.8urat Izin Prakiik Reprodulksi dan Keluarga.

.Burat Izin Praktik Tenaga Sanitasi Linglaingan.

.Surat Izin Praktik Enlomologl Kesehatan.

.Surat Izin Praiktik Mikrobiclogi Kesehatan.

.Surat Izin Praktik Nutrisionis.

Surat [zin Praklik Dietisien.

Surat [zin Pralctik Pisioterapis.

Surat [zin Pralklilk Okapasl Terapis.

Surat Izin Praktik Terapis Wicara.

Surat Izin Prakiik Akupuntuar.

Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
Surat Izin Praktik Teknik Kardiovasikuler.

Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien,

Surat Izin Praltik Telnisi Gigl.

Surat Izin Praktik Penata Anestesi.

Surat Izin Pralktik Terapis Gigi dan Mulut.

Surat Izin Praktik Audiclogis,

Surat Izin Praktik Radicgrafer.

Surat izin Praktik Elektromedis,

Surat Izin Praktik Ahli Laboratorinm Medik.
Surat Izin Praktik Fisikawan Medik.

Surat Izin DPraktik Radioterapis.

Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik.

Surat Izin Praktik Tenaga kesehatan Tradisional Interkontinental.
Surat Ixzin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional.
[zin Pekerjaan Tukang Gigl.

Isin Operasional Puskesmas.,

[zin Unit Transfusi Darah.

Izin Penyelenggaraan Griya Schat.

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional {STFT)




KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO KOMPONEN URAIAN

1. | Persyaratan Pelayanan 1:8urat Izin Praktik Dokter Umum (SIP)

1} Fotokopi Kartu Tanda Penduduk]
{(K'TP}.

2] Faotokopl jazah Profesi.

3] Fotockopi Surat Tanda Regilstrasi
(STR) wvang masih berlaku dan
dilegalisir eleh KKI.

4] Surat porryataan IMEempliny i

tempat praktilc, atau SUTEt
keterangan dari fasilitas pelayanan
kesehatan secbagai tempat
prakiiknya.

5] Surat persetujuan dari atasan
langsung bagi Dokter dan Deokler
Crigl YT bekerja pada
instansi/fasilitas pelayvanat
kesehatan pemerintah atau pada
instansi/ffasilitas pelayanan
kesehatan lain secara purna waktu,

6) Surat Rekomendasi dari Organisasi

Profesi [katan Doltter Indonesia (101

atau PDGI), sesuail tempat
praktiknya.

7] Rckeomendasi SPPL bagi  praktild
mandiri.

8] Surat Relkomendasi dari Dinag
Kesehatan,

9] Fotokopi SIP sebelumnya {(untuk
SIP yang ke-2 dan ke-3).

10) Fotokopi NPWP

11] Paspote berwarnag uluran 3 x 4 =
2 lembar
dan 4 x 6 = 3 lembar.

12] Bukli kepesertaan BFJS
Ketenagakerjaan dan BRPJS

Kesehatan.
13) Bukti lunas FPBE.
{Jilka ada
perubahan/perbedaar /
- ketidaksesuaian, maka mengacl)
pada perafuran perundatig-

undanganvang berlaku).

2.Surat Izin Praktik Dokter Gigi

1] Fotokopi Kartu Tanda Penduodul
(KTE).

2) Fotokopi Lazah Profesi.

3) Foltckopi Surat Tanda Repgistrasi
(STR) wyang masih berlaku dahn
dilegalisir oleh KKI.

4] Surat pernvaiaan mempunyai

tempat praktik, atau 81ITELL
keterangan dari fasilitas pelayanan
_kesehatan  sebagal - tempat




’ praktiknya.
5) Surat persetujuan dari atasan
langsung bagi Dokter dan Dolkter
Gigi vang bekerja pada instansi/

fasilitas pelayanankesehatan
pemerirntah atau pada
instansi/fasilitas pelayanan

kesehatan lain secara purna waletiy,

6] Surat Rekomendasi darl Organisasi
Profesi  (IDI atau PDGI, scsuai
tempat praktiknya.

- 7] Rekomendasi SPPL bagi praktilg
. mandiri.
. #) Surat Rekomendasi dari  Dinasg
Keaehatan.

9) Fotokopi SIFP sebelumnya untuk
SIP vang ke-2 dan ke-3).

10} Fotokopi NPWP

11} Paspoto berwarna ukuran 3 x 4 =
2 lembardan 4 x & = 3 lembar.

12} Bukti kepesertaan BRJS

' Kectenagakerjaan dan BPJS
Kesehatarn,

13) Bukti lunas PBEB.

(Jika ada perubahan /
perbedaan [f ketidak sesuaian,
maka mengacu pada peratiaran

3. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis

1} Fotokopi Kartu Tanda Penduduld
{(KTP).

2} Fotokopi NPWP

31 Paspoto berwarna ukuran 3 x 4 =
1 lembar
dan 4 x & = 2 lembar.

4) Surat Rekomendasidari
Organisast Profesi Ikatan
Dolcter Indonesia (IDI atau PDGI).

5) Rekomendasi SPPL bagi pralktik
mandiri.

6) Surat Rekomendasi dari Dinas
Kesehatan.

7] Fotokopi Surat Tanda Registrasi
{STR]) vang masih berlaku dan
dilegalisir oleh KKI.

#) Fotokopi ljazah Profesi.

9} Surat pernyataan telah mempunyai
tempat prakiilt bermaterma 10.000

) funtuk SIP yang ke 2 dan ke 3).

10] Buti kepesertaan BPJE

- Ketenagakerjaan danj/atau BRJIS
Kesehalan.

11) Surat persefujuan dari atasan
" langsung bagi Dokter dan Dokler

Gigi yang bekerja pads
instansi/fasilitas

pelayanankesehatan pemerintak
atau pada insiansi/fasilitay

pelayanan kesehatan lain secara
purna walctua.

12) Fotockopi SIP sebelumnya {antui:
SIP yvang ke-2 dan ke-3).




: 13) Bukti anas PBB.

[Jika ada Perubahah /perbedaan
/ketidaksesuaian, maka mengacil
pada peraturan perandang-
undangan yvang beriaku).

4. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
Speslalis '
1) Fotokopi Kartu Tanda Pendudulk
(KTF).
2) Fotokopi NPWP
- 3] Paspoto berwarna ulturan 3 x 4 =
1 lgmbar dan 4 x 6 = 2 lembar.

4] Surat Rekomendasidari
Crganisasi Profesi Ikatan
Doltter Indonesia {IDI atau PDGI).

5] Rekomendasi S3FPL bagi praktik

. mmagrdir.

6] Surat Rekomendasi dari Dinas
Keschatan.

7] Fotokopi Surat Tanda Registrasi

' (STR) yang masih berlaku dan
dilegalisir oleh KKI.

8} Fotokopi ljazah Profesi.

9} Surat pernyvataan {elah mempunysd
tcmpat pralgtilk bermaterai 10.000
{untuk SIP yang ke 2 dan ke 3).

10) Bulkti kepeseriaan BRJS
Ketenagakerjaan dan BPJSZ
Kcsehatan.

11] Burat persctyjuan dari  atasan
langsung bagl Dokter dan Dokter

Gigl vang hekerjas padsa
instansi/fasilitas pelayanan
kegehatan pemeriniah alau

pada instansi/fasilitas pclayanan
kesehatan lain secara purna waklil
12} Fotokopt SIP sebelumnya  (untul:
SIF yang ke-2 dan ke-3).
13) Bukii lunas FBE.
(Jilga ada
perubahan/perbedaan/
ketidaksesuaian, maka mengacu
pada pecraturan

5. Praktik Psikologi klinis.

1) Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk

2) Fotokopi NPWP.

B 3} Folokopi ljazah yvang dilegalisasi.

4] Fotokopi STRPK wyang masih
berlaku dan dilegalisasi asli.

3) Surat keferangan sehsat dari dokter
vang memiliki surat izin praldtik,

6] Surat pernvataan memiliki tempat
praktik atau surat keterangan dari

Pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tempat Psikolog Klinis
berpraltik.




7] Pas [oio terbaru berwarna ukuran <%

x 6 = 3 lembar.
8] Rekomendasi dari Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten.

9 Rekomendasi dari Organisasi
Profesi.

10) Bulti kepesertaan BPJS3
Ketenagalkeriaan dan BPRPJS
Kesehatan.

11) Bukti lunas PRE.
{Jika ada Perubahan perbedaan
/ketidaksesuaian, maka mengacu
pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku),

Surat Izin Praktilkt Perawat.

1) Swrat Permohonan

2] Totokopi STR yang masih berlakua.

3) Fotokopi Jjazah

4} Fotokopi KTP

51 Fotokopi NPWP

6) Surat Keterngan Sehat dari Dokier

7] Surat keterangan dari
pimpinan sarana pelayanan
Kesehatan yang menyatakan
tanggal mulai bekerja (SPMT)

8] Pas foto ukuran 4x6 scbanyak 3
{tiga) lembar

9 Bukti kepesertaan BPJ3
Ketenagakerjaan dan /atau
BPJS Kesehatan

18] Surat Rekomendasi dari Dinas
Keschatan

11) Surat Rekomendas=si dar
Qrpanisasi Profesi.

12) Bukti lunas PBBR. [Jika ada
perubahan/perbedaan/ketidalk
seruaian maka mengacu pada
peraturan perundang- undangan
vang berlakuj.

Surat Izin Praktik Bidan.

1) Surat Permohonan;

2) Fotokopi STRB masih berlaku;

3} Fotokopi Ijazah;

1) Fotokopi KTPF;

5} Surat keterangan sehat dart
dolcter; '

6} Surat keterangan dari pimpinan
sarana pelayanan kesehatan
vang menyvatakan tanggal mulai
bekerja (SPMT} atau sural
pernyataan mulai praktik bagi
bidan prakilik mandiri;




7} Surat pernyalaan memiliki
tempat Praktiik;

#}) Rekomendasl dar] Organisasi
Profesi;

91 Rekomendasi SPPL bagi prakiik
matnidiri;

10} Pas foto ukuran 4x6
sebanyak 3 (tiga) Lembar;

11] Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BRJS
Kesehatan

12] Surat Rekomendasi dari Dinas
Keschatan.

13] Bukti lunas BB, [ Jika ada
Perubahan / perbedaan
/kelidaksesuaian, maka mengacii
pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku),

Surat Izin Praktik Apoteker.

11 Surat Permohonan;

2) Fotokopi SIB masih berlalos;

3] Fotokopi Ijazah;

4] Fotokepi KTF;

5] Surat keterangan sehat dari
dolcter;

&) Surat keterangan dari
pimpinan sarans pelayanan
kesehatan yvang menyatakan
tangpal mutai bekerja
(SPRT);

7] Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 5
{tiga} lembar;

81 Bukti BPJS
Ketenagalkcerjaan dan BPJS
Kesehatan;

91 Reckomendasi kepala dinas
kesehatan kabupaten.

10} Buku

Iunas

PBB. {Jika

ada

perubahan/perbedaan /ketidaksesuai
an, maka mengacu pada peratiuran
perundang-undangan yang berlaku).

PSurat Izin Praktik Tenaga

Kefarmasian.

11 Surat Permochonar;

Fotokopi SIB vang masih berlaku;

3] Fotokopi ljazal;

4] Fotokepi KTF;

5] Surat keterangan schat dari
dolcfer;

B) Surat keterangan dari
pimpinan sarana pelayanan
kesehatan yang menyvatelkan
tanggal mizlai bekerja
(SFMT);




B) Bukti kepesertaan BRPJS
Ketenagalkerjaan dan BPJS
Kesehatan;

9] Rekomendasi kepala dinas
kesehatan kakupaten.

10) Bukti lunas PBB. (Jika ada
perubzshan / perbedaan/ketidak
sesnatan, maks mengacu pads
peraturan perundang- undangan

- yvang berlaku).

- 10.Surat Izin Praktik Epidemiolog

Kesehatan,

1) Surat Permohonan;

2) Nomor Induk Kependudukan (NIK);

3} Surat pernyatasn domisili yvang :
disahkan cleh Desa/Kelurahan
setempal (bagi yvang alamat
NIK tidak sesual dengan
alamat Llempat tinggal);

4] Surat Tanda Registrasi (8TR)
yvang masih bertaloa;

" 5} Fotokopi Jjazah;

6) Surat pernyataan
memiliki tempat
kerja/praktik di fasilitas
Kesehatan;

7) Surat keterangan dari
pimpinan sarana pelayanan
keschatan vang menyatakan
bekerja pada sarana yang
bersangkutan;

7} Pas foto ukuran 4xo6
sebhanyak 3 (tiga) lembar;

81 Rekomendasi dari organisasi
profesi;

9] Rekomcondasi Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten
Kerinei.

10) Bukti kepesertaan BPRJS
Ketenagakerjaan dan BPJS
Kegehatan;

11) Bukti linas PBB. (Jika ada |
perubahan /perbedaan fketidak ‘
seslaian, maka mengacu pada \
peraturan perundang- undangan
yang berlalcu).

11.8urat Izin Praktik Promosi

; - Kesehatan dan Ilmu Perilaku

i (SKM).

1} SBurat Penmchonan; i

2} Fotokopi KTP;

3} Fotokopi ljazah;

4] Surat keterangan sehat dan tidak
btuta warna dari dokter yung
memiliki SIP;

51 Surat keterangan dari
pimpinan sarana pelayanan




* ’ kesehatan yang menyatakan
tanggal mulai bekerja (SPMT) dan
masih bekerja pada sarana yang
hersanglkutan;

71 Pas fote ulkuran 4x6
sebanyak 2 (dua} lembar;

§) Bukti kepcsertaan BPJS
Ketenagakeriaan dan BRJS
Kesehatan;

3 Rekomendasi dari asosiasi.

- 10) Bulkti lunas PBB. {Jika ada

perubahan/perbedaan fketidak

scsuaian, maka mengacu pada
peraturan perundang- undangan
yvang berlaku).

12.8urat Izin Praktik Pembimbing

Kesehatan Kerja.

1} Surat Permohonan bermaterai
10.000

2) Identitas Pemohon? WNI a. KTP
elekironik Pemophon b. Surat
Keterangan Domisili dari
Kelurahan bagi KTP Non
Karmun? WHNA a, Kartu Izin
Tinggal Terbatas (KITAS) atau |
VISA dan Paspor b. Bukti lulus
Bahasa Indonesia dari Pusat
Bahasa Indonesia. ¢. Surat
Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT)

3] Surat Tanda Regi

4] atrasi (3TR) yang masih
berlalku dan dilegalisir

9] Folocopy NPWF

6} STR atau STR sementara bagi WN&

.7} Burat Rekomendasi dari Dinas
Teknis Terlait

8} Pags foto berwarna [Format File:
JPG)

9 Sertifikat Asli Surat Izin Prakfek
Lama (bagi Perpanjangan/
Perubahan/ Penpajuan SIPPKK].

10} Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagalkerjaan dan BPJS
Keschatan,;

11} Bukti lunas PBB. (Jika ada :

perubahan/perbedaan /ketidaksesuaia:

- n, maka mengacu pada peraturan ;
' perundang-undangan yang berlalca). |

13.Surat Izin Praktik Tenaga i
Administrasi dan Kebijakan
Keschatan. 1|
1] Surat permohonan
2] Fotocopy KTF dan NPWP i
3] Fotocopy liazah yvang dilegalisir j
4} Scan Surat Tanda Registrasi yang |

dilegalisir




i

¢ f 15 Surat Izin Praktik Reproduksi dan

Keluarga.

1} Surat Permohonan;

2) Fotokopi STRB yang masih
masih berlaku dan dilsgalisir;

3 Fotokopi ljazah;

4} Fotockopi KTP;

5] SBurat kelerangan sehat dart
dokier vang memiliki izin
praktek:

6] Asli surat pertiyataan

- mempunyal tempat pralktilk,
bermaterai 10.000;

7] Surat Keterangan dari
Pimpinan Fasilitas Pclayanan
Kesehatan tempat berpraktik
{kecuali praictile mandiriy;

g) Pas foto ukuran <4x6 sebanyak 3

9] Surat Rekomendasi dari
Orpganisasi Profosi;

10) Fotokopi NIPWP;

11} Bulkti kepesertaan BPJS
Kelenagakerjaan dan BIRJS
Kesehatan;

Rekomendasi kepala dinas
kesehatan kabupaten.

12) Bukti lunas PBRE. (Jika ada
perubahan/perbedaan/ketidakses
uaian, maka mengacu pada
peraturan perindang-undangan
vang berlaku).

16.8urat Izin Praktik

Tenaga Sanitasi

Lingknngan.

1} Surat Permohonan;

2} Fotokopt SIB masih berlalou;

3} Fotokopi ljazah; :

4} Fotokopt KTP; :

5) Surat keterangan sehal darl i
doldter; :

6} Surat keterangan dari
pimpinan sarana pelayanan
kasehatan vang menyataksn
tanggal mulai bekerja
(SPMT);

7} Pas [olo ukuran 4x6 sebanyals d'

8) Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS
- Keaehatan;

" 9} Rekomendasi kepala dinas

: lkesehalan kabupaten.

' 10) Bukti lunas PBRE. {Jika ada
perubahan/perbedaan fketidakse sua;a
n, maka mengacu pada peraturan '
permdemg—undangan vang berlaku).

17.Surat Izin Praktik Entomologi
Keschatan. '

1} Burat Permchonari; ;.
__2} Fotokopi KTP ,




3] Futokopi STR Entomolog
Kesehatann;

4] Surat ketcrangan sehat dari
dokler yang memiliki surat
izin praktik

5) Surat pernyataan memiliki
tempat kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang
bersangklitan; !

6) Pas foto ukuran 4x6 scbanyak 3

7] Surat rekomendasi dari Kepala :

- Trnas;

8} Rekomendasi dari Organisasi
Profesi.

- 9) Bukti kepesertaan BPJS
Ketcnagakerjaan dan BPJS
Kesehatan;

10) Bukti lunas PBB. (Jika ada
perubahan/perbedaan /ketidaksesuaia

1, maka mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku},

18. Surat Izin Praktik Mikrohbiologi
Kesehatan.

1] Surat Permohonan;

2} Potokopi KTF;

3} STR Legalisir;

4} Surat pernyataan memiliki tempat
praktils;

Surat rekomendasi Organisasi
Profesi

6] Pas photo berwarna uluran 4 X 6 =
2 lembar;

7} Surat keterangan dari
Pimpinan Fasilitas Kesehalan;

8} Surat pernyataan keaslian berkas.

9} Rekomendasi dari Kepala Dinas
Keschatan.

10} Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan:

11) Bukti lunas PBBE. (Jika ada

perubahan/perbedaan/ketidaksesuaiza

n, maka mengacu pada perataran

perundang-undangan yang berlaku),

19.8urat Izin Praktik Nutrisionis.

_ 1 Surat Permohonan;

2) Fotokopi Jjazah yang dilegalisir;

: 3] TFotolkkopi STRGz;

- 1) TFotokopi KTD;

5] Surat keterangan sehat dari
dokter wyang memililki surat
izin praktik;

6] Surat pernyataan memiliki
tempat kerja i fasilitas
pelayanan kesehatan ataul
temnpat pralktils mandir;

7} Pas foto terbaru berlatar
belakang merah ukuran 4x5 §

8] Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BRJS

_mn—-



" [ 1 Kesehatan;

9] Rekomendasi kepala dinas
keschatan kabupaten,

10) Rekomendasi dari Oragnisasi
Profesi.

11) Bulkti lunas PBB. {Jika ada
perubahan /perbedaan / ketidalzsesa,
aian maka mengacu pada
peraturan perundang-undangan
wvang berlalou),

- 20.Surat Izin Praktik Dietisien.

1} Surat Penmohonan;

2] Fotokopi Ijazah yang dilegalisir;

i) fotokopi STRGsz;

4] ¥otokopi KTF;

§] Surat kecterangan sehat dari
dokier yanp memilild surat

~izin praktek;

6} Surat pernyataan memilildi
tempat kerja di fasilitas
pelayanan kcsehatan atau
tempat prakiik mandiri;

7} Pas foto terbaru beriatar
helakang merah ulkuran 4xé
sebanyak 3 (tiga) lembar;

8) Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS
Keschatan;

9] Rekomendasi kepala dinas
kesehatan kabupaten;

10) Rekomendasi dari Organisasi
Profesi.

Bukti lunas PBRE. {(lika ada
perubahan/perbedaan/ketida
lcmesniaian, malos

mengacu peda peraturan perundang-

undangan yang berlaku).

21. Surat ¥zin Praktik Pisioterapis.

1} Surat Permolionarn;

Z2) Fotokopi KT,

3) Fotokopi ljazah vang dilegalisir;

4} Fotokopi STRF;

5} Surat keterangan sehat dari
dokier wang memiliki surat
izin praktil;

6} Surat permyataan  memiliki
tempat kerja  di fasilitas

- pelayanarn Kesehatan atan

tempat praktilr mandiri;

7] Pas foto  terbarn
berlatar belakang mcrah
ukuran  4x6 sebanyak 3 (tigd

8} Bukti kepesertaan BPRJS
Ketenagaketiaan dan BRPJS
Kesehatan:

9 Rekomendasi kepala dinas
kuschatan kabupaten;

10) Rekomendasi dari Oragnisasi
Profesi.




11) Bukti lunas PBB. [ Jika ada
perubahan /perbedaan
/ketidaksesuaian, maka
mengacu padla peraturan
perundang-undangan yang
berlaku).

22. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis.|

1) Surat Permohonan;

2) Fotolzopi ljazah yang dilegalisir;

3} Fotolkopi Sural Tanda

- Registrasi Okupasi Terapis
{(8TR-OT};

4} Surat keterangan sehat dari
dokter yang memiliki Surat
Izin Praltik;

5} Surat pernyataan mempunyai
tempat kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau
tempat praktik pelayanan
Oloupast Terapl secara mandiri;

7} Pas foto terbaru berlatar
belakang crange ukuran <24

8) Surat rekomendasi dari
Crganisasi Profesi.

9) Rekomendasi dari Kepala Dinas
Kesehatan.

10) Bukti kepesertaan BPJS3
Ketenagakerjaan dan BRJIS
Kesehatan;

11] Bukti ilunas PBB. (Jika ada
Perubahan / perbedasn/ketidak
sesuaian, maka mengacu pada
peraturan perundang-undangan
yang berlaku).

23. Surat Izin Praktik Terapis Wicara.

1) Surat Permohonan;

2} Fotokopi STR legalisiv asli;

3 Surat rckomendasi dari [KATWI;

4] Burat keterangan sehat jasmani; .
Surat pernyataan memiliki
tempat pralktilt aten surat
lectarangan dari fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai
tempat praktiknya ditandatangi
oleh pimpinan;

6} Mcelampirkan fotokopl SIP TW
pertama [(bagi yang mcngajukan
SIF lzedual;

7) Pas fotc berwarna ulouran 3x4 =2

: lembar.

8) Rckomendasi dari Kepsala Dinas
Kesehatan.

9} Bulti kepesertaan BRIS
Ketenagalkerjaan dan BPJS
Kesehalan;

1] Bukti hanas PER. (Jika ada

perubahan/perbedaan/ketidaksesun

_ian, maka mengacua pada peraturan |




24,

25.

perundang-undarngan yang berlaku). |

Surat Izin Praktik Akupuntur,

1] Surat permohonarn;

2) Surat Pernyataan Pemolhion;

3] STR yang masih berlaku;

4) Fotokopi Hazah Asl

5] SK dari Sarana Pelayanan
Keschatan Tempat Bekerja
Yang Menyatalkan Tanggal
Mulai Bekerja;

6) Surat Reltomendasi dari
Organisasi Profesi;

7} Surat Keterangan Sehat dari
dokter yang punya SIP;

7} KTPF atau (KTP plus Surat
Keterangan Domisili dari
desa/kelurahan bila tempat
tinggal tidak sesuai KTP,

8] Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 =
2 lembar;

97 SIPAT di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lain/Tcempat Kerja
lain Yang Masih Berlaku atau
Surat Pernyataan tidalk
memiliki tempat kerja lain;

10) Rekomendasi Kepala Dinas
Kesehatan,

11) Bulkti kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS
Keschatan:

12) Bukti

lunas PBB. |

(Jika ada

perubahan/perbedaan/ketidaksesua

ian, maka mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku).’

Surat Izin Praktik Perekam
Medis dan Informasi
¥esgehatan,

1) Surat Permohonai;

2} Fotokopt KTH;

3} Fotokopi NPWF;

4} Fotokopi BTE Perekam Metdis;

.5} Fotokopt Hazah yeng dilegalisir;

6} Surat ketergngan sehal dari
dokter;

7} Surat pernyataan mermpunyai
tempat kerja.

) Pas oto ukuran 4xH
sebanyals 2 {duaj lembar;

9) Surat rekomendasi dari
Organisasi Profesi;

10} Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BRJS
Kesehalan;




26.

29,

Surat Izin Praktik Teknisi Gigi.
Surat Permohonan;

2] Scan {jazah yang dilcgalisir;

31 Scan Surat Tanda Registrasi
[STR);

4] Scan KTP Asli;

5] Pas Folo Berwarna
{divtamakan latar merah),

6) Surat Keterangan Sehat Fisik;

7} Surat Rekomendasi Dari
Organisasi Profesi Sesuai
Tempat Kerja;

8] SOP (Standar Opcrasional
Prosedur) untuk Praktilk
Pribadi/Mandiri;

9] MoU Pembuangan Sampabh
Medis (untuk Praktik
Pribadi/Mandiri);

10} Daftar Alat Kesehatan di
Ruangan fantuk Praktik
Pribadi/Mandiri);

11) Denah Lokasi Tempat
Praktik funtuk prakiik
pribadi/mandirij.

12] Bukti kepesertaan BR.IS
Ketenagalkerjaan dan BPJS
Keosehatan;

13) Rekomendasi Kepala Dinas
Keschatan.

14] Bukti lunas PBEB. (Jika ada
Perubahan / perbedaan
/ketidaksesuaian, maka m
cngacu pada peraturan
perundang-undangan yang
berlaku].

Surat Izin Praktik Penata
Anestesi.

1] Surat Permohonat;

2] Fotokopl KTE;

3) Fotokopi NPWP;

41 Fotokopi [jazah Diploma 111
Keperawatan Anestesi yang
disahkan cleh Pimpinan
penyelenggara pendidilvan;

5} Fotokopi STRPA yang masih
berlalou; -

6] Surat kcterangan sehat dari
dokter yang memiliki STPR;

7} Surat keterangan dari
pimpinan fasilitas pelayanan
Kesehatan atau yang
menyatalzan masih hekerja
pada fasilitas pelayanan
keschatan yang
hersangkutan.

8] Pas fotc ukuran 46
sebanyak 2 {dua} lembar;

3} Burat rekomendasi dari
Organisasi Profesi;

' 10) Bukti kepcsertaan BPJS




30.

Ketenagalkerjaan dan BPJS
Kesehatan;

11} Rekomendasi kepala
dinas kesehatan
kabupaten;

12} Bukti lunas FBB.

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan
Mulut.

1] Surat Permohonar;

2] Fotokopl KTP;

3 Fotokopi NPWE;

41 Fotokopi STR Perekam Medis;

5} Fotokopi [jazah yang dilegalisir;

6) Surat keterangan sehat dari
dokter;

7) Surat pernyataan mempunyad
tempat kerja. :

8] Pas foto ukuran 4x6 sebanyak
(dua) lembar;

9] Surat rekomendasi dari
Organisasi Profesi;

" 10) Bukti kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan dan BRJIS
Kesghatan;

i1) Relkomendasi kepala
dinas kesehatan
kabupaten;

12} Bukti lunas PBE;

Surat Izin Praktik Audiologis,

1} Burat Permohonan,

2} Fotokopi KTP;

3] Fotokopi NFWP;

4] Fotokopi 3TR vang dilegalisir;

5] Sural pernyataan mempunyai
tempat praktik profesi atau
surat keterangan dari
pimpinan Fasilitas Pelayanan
Kefarmasian atan dari
pimpinan fasilitas produlsi
alau distribusi/penyaluran;

6) Surat rekomendasi dari
Organisasl Profesi;

71 Pas photo berwarna ukuran 4 x
6 sebanyak
2 (dua] lembar dan 3 x 4 secbanyak
2 (dua) l=mbar;

8) Reckomendasi dari Kepala Dinas
Kesehatan kabupaten /kota
sctempat atan pejabal yvang
ditunjulk;

9] rekomendasi dari Organisasi
Profesi;

10) Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPRPJS
Kesehatan,;

11) Bukti lunas PBB.




32. Surat Izin Praktik Radiografer,

1} Surat Perimmohonan;

2] Fotokopt KTP;

3 Fotokopi NPWE;

41 Fotokopl 3TR Radiografer;

5) Fotokopi Jjazah Radiografer yang
dilegalisir;

) Fotokopi sertifikat kompetensi;

7] Surat keterangan sehat dari
dokter yang memiliki surat
izin praletile;

8) Sural pernyataan mempunyai
tempat kerja di fasilitas

- pelayanan Kesehatan ataua
tempat praktik;

8) Pas foto berwarna terbaru
ulturan 4x6 sebanyak 3 (tiga)
lembar;

9} Surat rekomendasi dari
Organisasi Profesi [PARI);

10) Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagalkerjaan dan BPJS
Kesehatan;

11) Rekomendasi kepala
dinas kesehatan
kabupaten;

12) Bukii hunas PBE,;

33. Surai Izin Praktik Elekiromedis.

1) Surat Permohonan; _
2} Fotokopi Kartu Tanda Pendudulg;
3} Fotockopi NPWF;

11 Totokopi STR-E atau STR-E
sementara bagi tcnaga
Keschatan Warga Negara Asing;

- 5] Fotokopi ljazah yang dilegalisir;

6] Surat keterangan sehat dari
dokter yang memiliki surat
izin praltils;

7] Surat kelerangan bekerja
dari fasilitas pelayanan
Kesehatan atau fasilitas
Kesehatan yang
bhersangkutan;

' " 8) Pas foto berwarna terbaru
ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua)
lembar;

9] Surat rekomendasi darl
Organisasi Profesi;

= ' 10} Bukti kepesertaan BPJ3
Ketenagakerjaan dan BPJS
Kcschatan;

11) Rekomendasi kepala
dinas kesehatan
kabupatern;

12] Bulkti hanas PBB;

34, Surat Izin Praktik Ahili
Laboratoriom Medik.

1} Surat Permohonan;
2] Fotokopi Kartu Tanda Pendudul; |




3] Fotokopi NPWP;

41 Fotokopl STR-ATLM atau
STR-ATLM sementara bagi
lenapa Keseholan Warga
Megara Asing;

5] Fotokopi ljasah vang dilegalisir;

&) SBurat keteranpan sehat dari
dokter yang memiliki surat
izin praiktik;

7} Surat keterangan bekerja
dari fasilitas pelayanan
Kesehatan atau fasilitas
Kesehatan vang
bersangkutan,

8) Pas foto berwarna terbaru
ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua)
lembar;

9) Surat rekkomendasi dari
Organisast Profesi;

10) Bukti kepesertaan BPJS
Ketlenagalterjaan dan BRJIS !
Kesehatan: ¢

i1} Rekomendasi kepala
dinas keschiatan
kabupaten;

12) SIP-ATLM Pertama [untuk
permohonan SIP- ATLM yang
kedua);

13) Bukt lunas PBE;

35. Surat Izin Praktik Fisikawan
Medilk.

1] Surat Permchenan;

2] Fotocopy KTD;

3] Fotokopi STR-E atau STR-E
sementara bagl tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing
vang dilegalisir;

4] Surat keterangan sehat dari
dolcter

5] Suratl pernyataan mempunyai
tempat kerja di fasilitas
pelayvanan keschatan;

6) Surat persetujuan atasan
langsung baik yang bekerja
di fasilitas pelayanan

- Kesehatan atau fasilitas

pelayanan Kesehalan

i lainnya sccara purnawaktil;

7] Pasphote latar merah 4x6 (3
lembar);

8} Rekomendasi dari Kepala
Dinas Kcsehatan
Kabupaten /Kota atau Pojabat
yang
cdituniuk;

9] Rekomendasi darl
Organisasi Profesi
diwilayah tempat pralctik;

10) Mclampirkan SIPEM




’ pertamsa unfuk
meladcukan
perpanjangarn,

11) Bukti kepesertaan BPJS
Kctenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan;

12} Bukti lnnas PBB.

36. Surat Izin Praktik Radioterapis.

1] Surat Permohonar;

2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

- 3] Fotokepi NPWPE,;

4) Fotokopi 8TR-E atau STR-E

- : sementara bagi tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing;

5] Fotokopi ljazah vang dilegalisir;

6) Surat ketcrangan sehat dam
dokter yang memilikki surat
izin praktik;

7} Burat ketcrangan bekerja
dari [asilitas pelayanan
Keschatan atan fasilitas
Keschatan yang
bersangkutan;

81 Pas foto berwarna terbaru
ukuran 4x6 sebanyalk 2 (dua)
lembar;

91 Surat rekomendasi dari
Organisasi Profesi;

10} Bultti kepesertaan BRIS
Ketenagakerjaan dan BFPJS
Kesehatan;

11} Rekomendasi kepala
dinas kesehatan
kabupaten;

121 Bukti hanas PBB;

37. Surat Izin Prakiik Ortotik
Prostetik

1) Surat Permohonan

2} Fotokopi KTP

3) Alkte pendirian perusahaan (jika
herbentuk perusahaan)

4} Fotokopi NPWP, Izin Usaha,
NiB perusahaan atau
pemohaon

5) Fotokopi ljazah yvang dilegalisir

6) Folokepi STR Ortotis Prostetis
vang masih berlakua

- 1) Surat keterangan sehat dari
dokter

2) Surat rnyataan mempunyai
tempat Kerja di [asilitas
Kesehatan atau tempat Praktik
Pelayanan secara mandiri

3] Rckomendasi dari Organisasi
Profesi

4) Pas foto terbaru 4x6.

5) Bulkti kepesertaan BPJS _
Ketenagakerjaan dan BPJS I
Kesehatan; B i




38.

39,

8) Pas foto terbaru dan berwarna

. 9] Rekomendasi dari kepala

6) Rekomendasi Kepala Dinas
Kesehatan;
7) Bukti lunas PBB.

Surat Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Tradisional
Interkontinental.

1) Surat permechonan;

2) Fotckopi KTF;

3) Fotokopi NPWEF;

Fotokopl ijazah vang
dilegalisasir;

5) Fotokopi STRTKT
Interkontinental yang masih
berlaku dan dilegalisasir
aslh; '

6) Surat kelerangan sehat dari
dokter yang memiliki surat
1zin praktik

7} Burat pernyataan memiliki
tempat praktik atau surat
keterangan dari pimpinan
tempat Nakestrad
Interkontinental berpraktik;

dengan ukuran 4x6 {empat kali
entam} cm sebhanyalke 3 (tiga)
lembar;

dinas kcsehatan kabupaten;
dan

10) Rekomendasi dari Organisasi
Profesi.

11} Bukti kepesertaan BIJS3
Ketenagakerjaan dan BPJS
lcesehatan;

12] Bukt lunas PBB.

Surat Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Tradisional.

1) Surat Permohonan;

21 Biodata Pengobat Tradisional;

3] Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;-

41 Fotokopi NPWPF,

5] Surat Keterangan Kepala
Desa/larah, tempat melalktukan
praktilkk sebagai pengobat
tradisional;

6) Peta Lokasi Usaha dan Denah
ruangan;

7] Fotokopi jazah /Sertifikat
pengobatan tradisional;

8] Pas foto berwarna terbaru
ukuran 4x6 sehanyak 3 (liga)
lembar;

81 Bukti kepesertaan BPJS
Kelenagakerjaan dan BPIS
Kezsehatan:

10) Rekomendasi kepala
dinag kesehatan




 kabupaten;
11) Bukti lunas PBB;
40, Surat Izin Pekerjaan Tukang Gigi.

1] Burat Permcheonan;

2] Biodata Tukang Gigi;

3] Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

4] Fotokopl NPWP;

5] Fotokopi lzin Tukang Gigi (izin
scbelumnya};

6) Surat Keterangan Kepala
Desa/Lurah, tempat
melaltukan pelierjaan tulcangy
gigi;

7} Surat Rekomendasi dari
Organisasi Tukang Gigt
sotempat yang dialoai oleh
Pomerintah;

8) Surat Keterangan Sehat
dari Dokter Pemerintah
yang mcemiliki surat izin
praktik;

9} Pas foto berwarna terbaru
ukuran 4x6 sebanyalk {dua}
lembar;

10) Bukti kepesertaan BRIS
Ketenagakerjaan dan BRJS
Keseshalan;

Rekomendasi kepala dinas
kesehatan kabupaten;

12) Bukti lunas PBB,.

41. Izin Operasional Puskesmas.

1) Surat Permohoitan;

2) Totokopi Kartu Tanda Pendudulk;

3} Fotockopi NPWF;

4] Folokopi Sertifikat tanah
atau bukti lain kepemilikan |
tanah yang sah; |

. 5] Fotokopi Izin Mendirikan

Bangunan/Persefuijuan
Bangunan Gedung;

) Dolkumcn pengelolaan
lingkungan scsuai ketentuan
peraluran perundang-
undangan;

7) Surat Keputusan Bupati
terleait lcartegori puskesmas;

8) 8iudi kelavalian untuk
puskesmas vang baru akan

- : didirikkan atau
dikembangkan;

3] Profil puskesmas yang rmelipuii
aspek lokasi, bangunarn,
prasarana, peralatan
Kesehatan, ketenagaan, dan
pengopsrasian untalk
puskesmas yang mengajukan
permehonan perpanjangan
izin;

91 Bukti kepesertaan BPJS
Ketenagakerjgan dan BPJS

N



42,

43,

Keschatan;

10] Rckomendasi kepala
dinas kesehatan
kabupaten;

11) Bukti lunas PBB.

Izin Unit Transfusi Darah

1} Permohonan

2] Folocopy e-KTP permohon

3) Pasfoto warna 3x4 (2 lembar)

4) Folocom hak kepemilikan tanah

5) Surat Kuasa dan fotocopy KTP
apabila Pengajuan permohonan
tidelk langsung dilakukan oleh

pemohon bermaterai
Rp.10.000,-

&) Fotocopy NPWP vyang status
wajibk pajaknya telah

dikonfirmasi melalui  sistern
informasi pada Pemerintah
Daerah yang terhubung dengan
sistern  informasi dan Aplikasi
pada Dirjen Pajaic.

7] Fotocopy PBG/IMB (khusus bagi
pemohorn yvang berbadan
hukuamy

8] Foto lokasi 3R

9} Peta lokasl yang diketahui oleh
RT/RW Kepala Desa /Lurah.

10} Bukti Lunas PBE

11) Bulcti Kepesertaan BRJS
Ketenagakerjaan dan BRIS
Keschatan

12) Relkomendasi Kepala Dinas
Kesehatarn.

Surat Izin Penyelenggaraan Griya

Sehat

13 Permohonan

2} Fotocopy e-KTP permohorn

3) Fotokopl denal ruang
pelayanan dan peta lokasi.

4} Fotokepi akta badan hukum.

3] Struktur organisasi dan
ketenagaan.

6) Surat pernyataan kesediaan
sebagai penanggung jawalb.
7} Fotocopi NPWP yang staltus

wajlb pajakiyva telah
dilkconfirmasi melalni sistern
informasi pada Pemerintah

Dacrah vang ferhubung dengan
sistem informasi dan Aplikasi
pada Dirjen Pgjalk,

2} Surat relkomendasi Dinas
Kesehatan Kebupaten.

4] Bukti Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS3
Keschatan.

10) Bukti lunas PBE.




44, Surat Terdaftar Penyehat

Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur

E.H

Tradisional {(STPT)

1} Surat Permohonan

2} Fotocopy e-KTP permohon

3} Denah ruang pelayanan dan peta
lokasi.

4] Pas foto ukuran 4xa sebanyalc 2
{dua) iembar latar Dbelakang
meralh.

5] Surat keterangan Kepala
Desa/Lurah tempat melalukan
pekerjaan  sebagai  penyehat
tradisional.

6} Rekumendasi dari asosiasi/
organisasi di bidang penyehat
tradizional yang bersangloutan

7] Fotocopi NPWP yang status wajib
pajalnya valid,

8) Reskomendasi dari Dinasg
Kesehatan Kabupaten.

8} Bukti Kepesgertaan BPJS
Ketenagalkerjaan dan BFPJS
Keaehatan.

9} Bukti lunas PBB.

{Tika ada perubahan

/perbedaan/ ketidakscsuaian,.
maka mengacu pada peraturan
perundang-undangan VELTHE

 berlakul. o

Pemohon mengisi form permohonan
dengan dilengkapi persyaratan
administrasi yang ditctapkan baik
softcopy maupun hardcopy atau
melakukan pendaftaran.

Petugas pendaftaran perizinan
menecliti  persyaratan administrasi
sesual dengan izin yang dimohon.
Jika persyaratarn administrasi
perizinan lengkap, pelugas Front
Office melakukan pendaftaran.
Petugas Front Qffice memvalidlasi dan
memberikan tanda terima berkas
perrmohonan, kemudian permohonan
diteruskan ke Back Ofifice.

Pctugas Buck Office melakukan

penginputan data-daia Vang
dibutuhkan pada draft naskah izin. |
Pejabat Fungsional yang

membidangi perizinan

melalkukan verifikasi dan validasi
berkas /dokumen permochonan
melalui lembar kendali.

Draft naskah izin discrahkan ke
Kabid untuk dilakukan validast.
Naskah izin wyang ftelah divalidasi
selanjutniya diberi penomoran dan
penetapan izin.

Izin yang telah ditetaplian
asclanjutnya dilaknalkan
penandatanganan secara elektronik




cleh Kepala Dinas.

10.Petugas Buack Office mencetak izin
dan meneruskan ke Front Office.

11.Petugas Front Office menyerahkan
izin kepada poemohon dengan
merminta kembali bulkti tands terima |
berkas dan/atau mengirimlkan |
melalui Email/WhatsApp pemohon,
serta mengarahkan pemohon untuk
mengisi kuesioner Survey Kepuasan
Masvaralcat (SKM).
fAlurf Flaowwchart teriampir)

3. | Jangka Walttu
Penyelesaian

1. Surat Izin Prakiik Dokier Umum, 3

hari kerja.

2. Surat Izin Praktik Dolkter Gigi, 3
hari kerja.

3. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis,
3 hari kerja.

4. Surat Izin Praktiik Dokter Gigl
Spesialis, 3 hari kerja.

5. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis, 3
hari kerja.

&, Surat Izin Praktik Perawat, 3 hari
kerja.

7. Surat Izin Praktik Bidan, 3 hari
kerja.

8. Surat Izin Praktik Apoteker, 3 hari
kerja.

9, Surat Izin Praktik Tenaga
Kefarmasian, 3 hart kerja.

10. Surat Izin Praklik Epideminlog
Kesehatan, 2 hari kerja.

11. Surat Izin Praklik Promosi
Keschatan dan lmu Perilaku
(SKM), 2 hari kerja.

12. Surat Izin Praktik
Pembimbing Kesehatan Kerja,

3 hari kerja,

13. Surat Izin Pralketik Tenaga
Administrasi dan Kebifakan
Keschatan, 3 hari kerja.

14, Surat Izin Pralctik Tenags
Biostatistik dan
Kependudukan, 3 han koerja,

15, Sural Izin Praictik Reproduksi dan
Keluarga, 3 hari kerja.

16. Surat [zin Praktik Tenaga Sanilasi
Lingkungan, 3 hari kerja.

1.7. Surat Izin Praktik Entomologi
Kesehatan, 3 hari kerje.

18. Burat Izin Praktik Mikrobiologi
Kesehatan, 2 hari kerja.

19. S8urat Izin Praktik Nutrisionis, 3
hari kerja.

20. Surat Izin Praktik Dietisien, 3 hari |

i




Kerja. -

21. Surat Izin Praltik Pisioterapis, 3
hari kerja..

22, Burat Izin Praktik Okupasi
Terapis, 3 hari kerja.

Z23. Surat Izin Praktik Terapis Wicara, 3
han kerja.

24, Surat Izin Praktilk Akupunur, 3 hari
erja.

25, Surat Izin Pralktik Pereliam Medis
dan Informasi Kesehatan, 3 hari

_ kerja.

- : 26. Burat Izin Praklik Teltnik
Kardiovaskuler, 3 hari kerja.

27. Burat Izin Praklik Refraksionis
Optisien, 3 harl kerja. _

28. Surat Izin Praktik Tekmisi Gigi, 3
hari kerja.

29. Surst Izin Pralitik Penata Anestesi,
3 hari kerja.

30, Surat Izin Praktik Terapis Gigi
dan Mulut, 3 hari kerja.

31. Surat Izin Praktik Audiclogis, 3 hari
kerja.

3Z. Surat Izin Praktik Radiografer, 3
hari kerje.

33. SBurat Izin Praktik Elekiromedis, 3
hari keija.

34, Surat Izin Prakiik Ahli
Laboratorinm Medils, 3 hari kerja.

35. Surat Izin Prakik Fisikawan
Medik, 3 hari kerja. :

36. Surat lzin Prakiik Radioterapis, 3 T
hari kerja.

37. Surat Izin Praktik Ortotik
Prostetik, 3 hari kerja.

38. Surat Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Tradisional, 3
hari kerjz.

39. Surat Izin Praktik Tenaga
Kesehatan Tradisional
Interkontinental, 3 han kerja.

- ' 40, Izin Pekerjaan Tukang Gigi, 3 hari

kerja.

- 41, Izin Operasional Puskesmas, 3 hari

_ kerja.

42, Izin Unit Transfusi Darah, 3 hari
kerja.

43. Izin Penyelenggaraan Griya Schat, 3
hari kerja.

44, Burat Terdaftar Penyehat
Tradizional (8TFT), 3 har kerja.
(Selelah persyaratan diterima
sccara lengkap)

4. | Biaya/Tarif _ Pelayanan ini tidak berbiaya {gratis).

m



Biaya/Tarif

Produk Pelayanan

W N

TGN

11.

12.

13.

14,

15
16.
17.
18,

19.
20.
21.
22.
23,
24
25.

26,
27.

Z28.
29.
30.

al.
32,
33.

Surat Izin Praktik Dokter Umum.
Surat Izin Praktik Dokter Gigi.

- Surat Izin Praklik Dokter Spesialis.

Surat Izin Praktik Dokter Gigi
Spesialis.

Surat Izin Praktik Psikologi Klinis.
Surat Izin Pralktilk Perawat.

Surat Izin Praktik Bidan,

Sural Izin Praktik Apoteker.

Sural Izin Praktik Tenaga
Kefarmasian.

. Surat Izin Praktik Epidemioclog

Keschatarn.

Surat Izin Praktik Promosi
Kesehatan dan Ilmmu Perilaku
(SKM).

Surat Izin Praktik

Pembimbing Kesehatan Keija,
Surat Izin Praktik Tenaga
Administrasi dan

Kebijakan Kesehatan.

Surat Izinn Praktik Tenaga
Biostalistik dan

Kependudukan,

Surat Izin Praktik Reproduksi dan
Kelnarga.

Surat lzin Praktik Tenaga Sanitasi
Lingkungan.

Surat Izin Praktik Entomologi
Kesehatan.

Surat Izin Praktik Mikrobiologi
Kesehatan.

Surat Izin Praktik Nutrisionis.
Surat [zin Praktik Dietisien.

Surat [zin Praktik Pisioterapis.
Surat Izin Praktik Okupasi Terapis.
Surat Izin Pralctils Terapis Wicara.
Surat Izin Praktik Akupunur.
Surat Izin Praktik

Perekam Medis dan

Informasi Kesehatan.

Surat Izin Praktik Teknik
Kardiovaskuler.

Sural Izin Praktil Refraksionis
Optlisien.

Surat [zin Pralctilke Telonisi Gigi.
Surat Izin Pralctik Penata Ancsafesi,
Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan
Muluat.

Surat Izin Praktilc Audiologis.
Surat Izin Praktik Radiografer.
Surat Tzin Praktik Elektromedis.




4. Surat Izin Praktik Ahli Laboratoriumﬂ
Medils.

35. Surat [zin Praktik Fisikawan Medik.

'36. Surat Izin Praktik Radioterapis,

37. Surat lzin Praktik Ortotik Prostetilc.

38. Suraf Izin Pralktils Tenaga
Kesehatan Tradisional.

39, Surat Izin Pralctik Tenaga
Kesehatan Tradisional
Inferkontinental.

40. [zin Pekerjaan Tukang Gigi.

41. Izin Operasional Pusiesmas,

42, lzin Unit Transftusi Darah
43, Izin Penyelenggaraan Griya Schat,
Sural Terdaltar Penyehat Tradisional

{STFT)
6. | Penanganan Pengaduan, | 1. Dinas Penanaman Modal dan
Saran, dan Masukan Pelayanan Terpadu Satu Pinta
Kabupatern Kerinci menangani
pengaduan vang berlhabungan

langsung dengan pelayanan yang
menjad] Kewenangainya;

2. Masyarakat dapat menyvampaikan
pengaduan, saran dan masukan

melalui:
. Petupas pengaduan;
. Surat;

. Survey Kepuasan Masyaralkat
melalui alamai '
hitp:/ fvwww lapor.go.id

3. Pengaduan yang disampaikan
secara langsurig
dan dapat diselesaikan saat
pengaduan diterima maka peilugas
pengaduan altan  menyampaikan
jawaban saat iftu  juga dengan
sepengatahuan atasan/pimpinan;

4. Pengaduan yang memerlukan
kajian lebih lanjut akun
diselesailtan melalui tahap;

a. Pemeriksaan lapangan
b. Rapal koordinasi,

5. Jawabarn atas pengaduan akan
disampaikan secara lisan atau
tertulis.

" KOMPONEN PENGEILOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

Dasar Hulkoam 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang -Undang Rcpublik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Republik

Indeonesia Nomer 36 Tahun 2014
tenlang Tenaga Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

T



5, Undang -Undang Republik
Indonesia Nomer 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan;

6, Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan;

7. DPeraturan Pemerintalhh Nomor 51
Tabhun 2009 tentang Kcfarmasian,

8. Peraturan Pemerintah Nomor 103
tahun 2014 tentang Pelayanan
Keschatan Tradisionead;

9. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor S Tahun 2021

~ tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah;

11. Peraturan Menterl Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Rclormasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

tentang Pedoman Standar
Pelayanan;
12, Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor
2052 /MENKES/PER/X/2011
tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokieran;
13. Peraturan Menteri Kesechatan
Republik Indonesia Nomor

889 /Menkes/Per/V/2011 tentang
© Registrasi, Izin Praklk, dan lIzin
Kerja Tenaga Kefarmasian;

14. Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 20132 tentang Perubahan
Aftas Peraturan Menteri Kesehatan
Nounor Hk.02.02/Menkes/ 148/1
2010 Tentang Izin Dan
Penyelenggaraan Pralktilt Perawat;

15. Peraturan Menteri Keschatan RI
Nomor 24 Tahun 20132 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan
Vraktilt Terapis Wicara;

16. Peraluran Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 26
- Tahutl 2013 lentang

Penyelenggaraan  Pekerjaan dan

_ Praktek Tenaga Gizi;

B 17. Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 30 Tahun 2013 tentang
Standar Penyelenggaraan Reiraksi
Optisi /Optometri;

18. Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaraan
Pekerjaan Tenaga Sanitasi;

16. Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam
Medis;




17.

18,

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26,

27.

28.

24,

30.

Peraluran Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2013 tentang Penvelenggaraan
Pelkerjaan dan Praktik Fisioterapi;
Peraturan Menteri Kcschatan
Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2013 tentang Penyvelenggaraan
Pekerjaan Radiografer;

Peraturan MMenteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2014 ifentang Pembinaan,
Pengawasan, dan Perizinan
Pekerfaan Tukang Gigi;

Peraturan Menteri Kesehatan Ei.
Nomor 76 Tahun 2014 {entang.

Standar Pelayanan Terapi Cloupasi;
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2015 tentang Standar
Pelayanan Ortotik Prostetik;
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2015 tentang Izin Penyelenggaraan
Praktik Teknis Kardiovasluler;
Peraturan Menteri Kescshatan
Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2015 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Praktik Ahli
Teknologl Laboratorium Medils;
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2015 tentanp Izin dan

Penyelenggaraan Praltik
Elektromodis:
Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia  Nomor 83
Tahun 2015 tentang Jtandar
Penyelenggaraan Fisika Medik;
Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2015 tentang Standar
Pclayanan Transfusi Darahb;
FPeraturan Menteri Kesehatan
Repulblik Indorncsia Momor 18
Tahun 2016 tentang Izin dan
Penyelenggaraan  Praktik  Penata

" Anestesi;

Peraturan Menteri Kesehatan
Republik  Indonesia  Nomor 20
Tahun 2016 tentang Izin dan
Penyelenggaraan Prakiils Terapis
Gigi dan hulut;

Peraturan Menteri Kesehatan RI1
Nomar 21 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia
Nomor BEQ /Menkes/Per/V /2011
tentang Registrasi, Izin Praktik,
dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
Peratuiran Menteri Keschatan
Republik Indonesia Nomor 46
Tabhnun 2016 fentang Registrasi




31.

33

34.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Tenaga Kesehatan;

Peraluran Menteri Kesehatan
RKepublik Indoncsia Nomor 49
Tahun 2016 tentang Pedoman
telnis Pengorganisasian Dinas

Kesehatan Provinsi dan

Kabupaten /Kota;

Peralnran Menteri Kesehatan
- Repuhblikk

Indonesia Nomor 28 Tahun 2017

tentang Izin dan Penyelenggaraan |

Fraktik Bidar;

Peraturan Menteri Kesehatan RI’
Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin .

dan Penyelenggaraan Praktik
Psikolog Klinis;
Peraturan Menteri Keschatan

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan
pelayananKesehatan Tradisicnal
Komplemeaentar,

Peraturan Menteri Keschatan EI
Normor 34 Tahun 2018 tentang [zin
dan Penyeleng araan Praktik
Akupuntur Terapis;

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 26 Tehun 2019 lentang

Pelaksanaan Undang- Undang
Nomor 38 Tahun 2014 ientang
Kepcrawatan;

Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 43 Tahun 201¢ tentang
Pusat Keschatan Masvarakat;
Peraturan Menteri  Kesehatan RI
Nomoer 17 Tahun 2021 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praklik Tenaga
Kesehatan Tradisional
Inlerkontinental;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri
MNomer 138 Tahunr 2017 teniang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Fintu Daeral:.

Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk pada
Pcnyelenggaraan Perizinan
berusaha berbasis Risilko Sektar
Keschatan;

Peraturan Daerah Kabupaten
Kerinci Nomor 4 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,

Peraturan Bupati Kerinci Nomor
19 Tahun 2025 tentang
Pendelegasian Kewenangan
Penyelcnggaraan Perizinan dan Non
Perizinan Berusaha  Berbasis
Risiko Kepada Kepala Dines

Penanaman Meodal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kerinei. '




Sarana, Prasarana Sarana;

dan/atau Fasilitas a. Perangkat Komputer, printer dan
scancr

bh. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi

Manajemen Perizinan Terpadu

DFMPTSP

d. Blanko/Formulir izin

. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan

izin

Telepon

Website.

Jaringan Internet.
Kotak pengaduan.
Kamera pecngawas CCTV.
Mesin fotokopi.

. Pendingin ruangan.

Televisi.

"Alat Pemadam Apl Ringan (APAR}.
Alat pengulur kepuasan layanan.

TR R rTWN

Prasarana:

Loket Informasi.

Loket Pelayanan.

Mesin Antrian.

Loket Adminigtrasi Perizinan {[ront
Office) dan Tim Teknis Perizinan
{Back Office} |
. Loket Pengaduan, |
Ruang layanan konsultasi. i

ange

e
f.
g. Loket Pengambilan lzin
h. Loket Kasir/bendahara
i. Ruang Penyimpanan Arsip.
j. Ruang tungpgu.
k. Ruang rapat.
1. Ruang lakiasi.

m. Ruang bermain anak.

n. Ruang Perpustakaan.

0. Tempat ibadah

p. Halaman Parkir.

Kompetensi Pelaksana a. Pejabat Struktural

' - Mernililsi kompetensi dan
kewenangan dibidang
perizinan,

- Menguasai prosedur tentang
penerbitan izin,

- Mengetahui dan memahami
peraturan terkait perizinan,

- Memcnuhi kualifikasi
sebagaimana tclah
ditetaplan dalam dolkumen
standar kompetensi untuk
jabatan terkait.




b.Petugas Front Office
- Pendidikan
Minimal lulusan
SMA/ Sedergjat.
- Pengalaman: -
- Berwawasan luas.
- Pengetahuan Kerja:
» Memaharmi tupoksi unit
kerjanya.
« Memahami mekanisme dat
- . adminisirasi perizinan,
s Mengetahui dan
memahami tata cara
penerbitan izin sektor
Kcschatan.

- Keterampilan Kerja:
« Dapat mengoperasikan
computer.
« Ramah dan beroricntasi
pada kepuasan pelanggan.
s Dapat bekerjasama dalarm tim.
- Disiplin, Jujur dan Bertanggung
jawab.
- Berpenampilan Menarilk.

¢. Petugas Back Office
- Pendidikan: Lulusan D3
atau 81 (semua jurusan).
- Pengalaiman: -
- Berwawasan luas.




- Pengetahuan Kerja:
+ Memahami tupoksi unit
kerjanya.
+ Memahami mekanisme dan
administrasi perizinan.
+ Mengetahui dan
memahami tata cara
penerbitan izin sektor
Kecschatan.
- Keterampilan Kerja:
« Dapail mengoperasikan
- computer.
s Dapat bekerjasama dalam tim.
« Teliti dan cermat.
Disiplin, Jujur dan Bertanggung
jawal.

d. Tim Teknis
- Pendidikan: Lulusan $1 (semua
jurusan).
- Pengalaman: -
- Berwawasan luas.
- Pengetahuan Kerja:
¢ Memahami fupoksi unit
kerjanya.
¢ Memahami mekainisme dan
administrasi perizinan.
¢+ Mengetahui dan
memahami tata cara
penerbitan izin sektor
Pertanian.
- Keterampilan Kerja:
¢ Dapat mengoperasikan
computer.
s Dapat bekerjasama dalam tim.
s Telili dan cermat.
- Disiplin, Jujur dan Bertanggung
jawab.
- Memenuhi kualifikasi sebagat
anggota Tim Tcknis.

10 Pengawasan Internal 1. Pemantauan kinerja dilakulkan

dengan menggunakan kartu kendali

pelayanan yang melekat pada berkas

l pelayanan,

2. Kartnn kendali ini akan mengikufi
proses perjalanan berkas dagi satu
pelugas ke petugas Jainnya dari

B mulai  diterimanya berkas hingga

. pemprosesan berkas selesai.

- 3. SBetiap petugas  wajib melakukan
paraf dan ianggal penyerahan dan
penerimaan sesual dengan ablariys.
Dengan demikian akan dapat
diketahui dimana letak kesalahan |
Jika terjadi keterlambatan atau
penyelesaian pelayanan yang lidak
sesuai dengan waktu yang telah

-+ ditentukan.

4. Kartu kendali akan dikumpulkan
setiap waktu atau Ketika terjadi
komplain dari pemohon untuk




ditindaklanjuti. ]

11.| Jumlah Pelaksana Jumlah petugas vang terlibat untulk

melakukan pelayanan setiap izin/jenis

layanan ini adalah 17 {tujuh belas)

orang, yakni:

- 1 orang pejabat cselon Il

- 1 orang pejabat
atruktural/administrator.

- 3 orang pejabat fungsional/setara
eselon V.

-4 grang petugas Front Office.

- - 8 orang petugas Back Office.

% Jumlah personil tim teknis

- menyesuaikan
lkkebutuhan.

12. | Jaminan Pelayanan a. Apabila produk laysnan sudah
sclesai maka petugas wajib
menginformasikan kepada pemohon

. melahaii Telepon /WA/Tracking
Sysatem.

h. Apabila produk layanan sudah
selesai dan dalam waktu 1 {=atn)
bulan dari tanggal selesainya belum
diambil pemohon, maka petugas
membuat pemberitahuan kepada
pemohon agar segera mengambil
produk layanan tersebuif.

13, | Jaminan Keamanan dan | 1. Untulc menjatnin
Kesclamatan Pelayanan keamanandalam
' penyelenggaraan pelayanan

disediakan petugas keamanan yang
alkann ditugaskan di area loket
pelayanan.

2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan
Alat Pemadam Api Ringan [APAR)
serta kamera CCTV.

3. Burat  izin/Surat keputusan izin
dibubuhi fanda tangan elektronik,
sehingga dijamin keasliannys.

4, Surat lIzin/Surat Keputusan Izin
mengpunakan kertas berkop Dinas

L. Pada BSK  izin  dilengkapi dengan

_____ barkode.
14. | BEvaduasi Kinerja Evaluasi kincria pelaksana
dimalksudlcan virttuale menpgetahnai

scherapa jauh pelaksanaan kegiatan

- sesliai dengan  standar pelayanan.

Adapun upayva ini akan dilaksanakan

dengan:

a. Melakukan survey indeks kepuasan

masyaralat

a.l Suarvey dilakukan kepada
masyvarakat pengeuna layanan
Dinas Penansaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerincei uniulk
mengulnar mutu dan kKualitas
pelayanan kepada Masyasrakat

serta untuk mengatahui
tingkat kepuasan masyarakat
| dan menjaring keluhan




terhadap pelaksanaan

pelayanan.
a.2. Survey dilakukan secara ferus
menerus dengan meminta

kepada pengpuna layanan
untuk mengisi kuesioner yang
terdapat pada Survei Kepuasamn
Masyarakat online dengan
alamsathtip:/ /vwww. lapor.go.id

pada saat mengambil naskah

perizinan dan/alau
nonperizinan di Dinas
Penanaman Modeal dan

Pclayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerinci.

5.3 Pengolahan dafta untuk
mengetahui angla Indeks
Kepuasan Masyarakat dilakukan
secara periedik setiap Semester
fenam bulan sekali).

a.4. Hasil gurvey berdasarkan
pedoeman pengolahan data SKM
(Peraturan WMenteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

: Birokrasi)

a.5. Hasil survey dengan indeks
persepsi
"kurang bhaik” difindaldanjuli
dengan melakulkan

pembahsasan bersama bagian
terkait untuk dicarikan jalan
Ieluar untitk dapat
meningkatkan indeks dan
dibuatltan perencanaan tindak
lanjut untuk perbkaikan pada
unsur-unsur yvang dinilai masih

rendah.
b.  Penilaian kdnerja pegawal oleh
Subbagian Umum dan

Kepegaweian

3
]




I, SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

1. Persetujuan Bangunan Gedung
2. Sertifikal Laik Fungsi Bangunan Gedung

NO | KOMPONEN [ URAIAN
- KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN {SERVICE DELIVERY) ]
1. Persyaratan Pelayanan A. Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG}:

1. Fotokopi KTFR,;

2. Surat Keteliapan refribusi Daerahf
(BKRD);

3. Bukti lunas resiribusi PR,

4, Totokopli NPWF;

5. Bulkti kepeseriaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan;

B. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Bangunan Geduang.

1. Fotokopi KTP;

2, Surat Ketetapan retribusi Daerah
(SKRD);

2, Bulkti lunas restribusi PBG;

4, Fotokopi NPWP;

5. Bukti kepescrtaan BPJS
Ketenagakerjaan dan BPRJ3S

) _ Kesehatan; _

2. Sistem, Mekanisme, dan | 1. Pemohon menerima SKRD dan

Prosedur Bukti Setor Retribusi dari OPD/Tim
Tcknis dan mencruskan ke Front
Office/ operator.

2. Operator/petugas Fronl Qffice
menerima SKRD dan Bukti Setor
Retribusi dan memberikan tanda
terima berkas kepada pemohon
serta menerima pemberitahuan dari
OPD/Tim Teknis PUPR meclalui
aplikasi SIMBG.

3. -Operaior/ petugas ffront Office
mengapload SKRD dan Bukti Setor
Retribusi pada aplikkasi SIMBG dan
meneruskan ke Validator/Kabid.

4. Validator/Kabid memverifikasi dan
memvalidast serta  mengapload
lkembgli SKRD dan Bukti Setor
Retribusi untuk diteruskan ke
Kepala Dinas,

" 5. Kepala Dinas memverifikasi dan

' menyetujul  naskah  Perseilujuan
Bangunan (redung.

6. Selanjutnya PBG dicetak di Back
Office dan diteruskan ke Front
Oiffice/ aperator.

7. Petugas Front Qffice/ operator
menyerahkan PBG  yang sudah

; : dicetak dengen meminta bukti

‘ tanda terima berkas danj/atau

mengirintlan rmelahai
i Emalil fWhatsApp, serta
| : mengarahkan petnohon untuk
mengisi kuesioner Survey




Kepuasan Masyarakat (SKM).

{Alir/ Flowchart terlampir

Jangka Walitu
Penyelesaian

1.

2.

Persetujuan Bangunan Gedung,

2 {dua)] hari kerja.

Sertifikat Laik Fungsi

Banpunan Gedung, 2 (dua}

hari kerja.

{Setelah persgyaratan diterima sccara
lenglkap).

Biaya/Tarif

ﬁela}ra_qem__ini tidak berbiayva (Gratis},

Produk Pelayanan

1.
2.

Persetujuan Bangunan Gedung
Sertifikat Lailk Fungst Bangunan
Gedung

7.

Penanga_ﬁén Ff:nga.duaiil:
Saran, dan Masukan

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Saiu  Pintu
Kabupatenn Kerinci menangani
pengaduan yang berhubungan
langsung dengan pelayanan yang
menjadi kewenangannysg;
Masyarakat dapatl menyampaikat
pengaduan, saran dan masukan
melaluai:
a. Petugas pengaduan;
b, Surat;
c. Survey Kepuasan DMasyaralkat
melalui alamat
hittp: / /waw.lapor.go.id
Pengaduan yang  disampaikan
secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan
diterima maka petugas pengaduan
akan menvampaikan jawaban saat
iflu juga dengan sepengatahuan
atasan/pimpinan;
Pengaduan yang memerhukan
kajian lebih lanjut alkan
diselcsaikan melalui tahap;

a. Pemeriksaan lapangsan

b. Rapal koordinasi.

Jawaban atas pengaduan akan
disampaikan secara lisan atau
tertulis.

| KCMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

Dasar Huloun

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomer 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan  Pemerintalh, Republik

Indonesia Nomor S Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan FPoemerintah Nomor G
Tahun 2021 lentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

Peraturan Menteri Pendavagunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi




: ] Rirokrasi Nomor 15 Tahun 2014

teniang Pedoman Standar
Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Ralgyat
Nomoar 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan MMenteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor Z27/PRT/M/2018
tentang Sertifikat Laik Fungsi
bangunan Gedung;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan raloyat
Nomor © Tahun 2021 tenlang

) Standar Kegiatan Usaha  dan
"Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan
Umum dan Perumahan Raloyat;

8. Peraturan Mcnteri Pekerjaan Umum
Nomer 24/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis lzin Mendirikan
Bangunan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri

" Nemor 32 Tahun 2010 {entang

Pedomar Pemberian Izira
Mendirikan Bangunan Gedung;
10. Peraturan Dacralh Kabupaten

Tanjunglabung Barat WNomor @
Tahun 2011 tentang Retribust
Perizinan Tertertil;

11. Peraturan Daerah Kabupaten
TanjungJabung Barat Nomor 1
Tahun 2016 tentang Bangunan
Gedung;

12.Peraturan Menteri Dalam HNegeri
Nomor 138 Tahun 2017 lentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

13.Peraturan Daerah Kabupaten
Kerinci Nomor 4 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. '

14.Peraturan Bupati Kerinci Nomor
19 Talhun 2025 terniong
Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

B Kepada Kepala Dinas Penanaimnan

Modal dan Pglayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kerinci.

=, Sai‘a.ﬁé, Prasarana Sarana :
dan/atau Fasilitas a. Perangkat Komputer, printer dan
scaner

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi

Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSFP

d. Blanko/Formulir izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan informasi dan persyaratan
izin




g. Telepon

h, Website.

i. Jaringan Internet

i. Kotak pengaduan.

k. Kamera pengawas CCTV.

l. Mesin fotokopi.

m. Pendingin ruangan.

n. Televisi.

0. Alat Pemadam Api Ringan {(APAR].
p. Alat pengulkur kepuasan layanan.

Prasarana :

a. Loket Infermasi.

b. Lokst Pelayanan,

¢. Mesin Antrian.

d. Loket Administrasi Perizinan (Front
Office) dan Tim Teknis Perizinan
(Back Office)

Loket Pengaduan.

Ruang layanan konsultasi,
L.oket Pengamnbilan Izin

. Loket Kasir/bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip.

Ruang tunggu.

. Ruang rapat.

Ruang laktasi.

m, Ruang bermain anak.
n. Ruang Perpustakaan.
o. Termpat ibadah

p. Halaman Parkir.

bl [

Kompete nsi Pelaksana

4. Pejabat Struktural

- Memiliki kompetensi dan
kewenangan dibidang
periziriaty.

- Menguasai proscdur tentang
penerbitan izin.

- Mengetahui dan memahami
peraturan terkait perizinan.

- Memenuhi lnaalifikasi
sebagaimana telah
ditetapkan dalam dokumen
standar kompetensi untuk
jabatan terkait.

b.Petugas Front Office

- Pendidikan
Minimal lulusan-

SMA /Sederajat.

- Pengalaman : -
Berwawasan luas.
Pengetahuan Kerja :

o Memahami tupoksi unit
kerjanya.

# Memahami mekanisme dan
administrasi perizinan.

s Mengetahul dan
memahami tata cara
penerbitan izin sektor
PUPR.

- Ketcrampilan Kerja:




' s Dapat mengoperasikan
compuler.
¢ Ramsah dan berorientasi
pada kepuasan pelanggan.
s Dapat bekerjasama dalam tim,
- Disiplin, Jujur dan Bertanggung
jawab,
- Berpenampilan Menarik.

¢. Petugas Back Office
- Pendidikan : Lulusan D3 atau
81 (scmua jurusan),
- Pengalaman : -
- Berwawasan luas.
- Pengetahuan Kerja :
* Memahami tupcksi unit
kerjanya.
+ Memahami mekanisme dan
administrasi perizinan.
* Mengetahuil dan
memahami tata cara
penerbitan izin sclitor
Pertanian.
- Keterampilan Keria :
» Dapat mengoperasikan
computer.
« Dapat bekerjasama dalam tim.
¢ Teliti dan cermat.
- Disiplin, Jujur dan Bertanggung
jawab.

d.Tim Teknis
- Pendidikan : Lulusan 51 (semua
jurusan).
- Pengalarnan : -
- Berwawsasan luas.
- Pengetahuan Kerja
« Memahami tupolksi unit
kerjanva.
» Memahami melcanisme dan
adminisirasi perizinan.
+ Mengetahui dan
memahami tata cara
penerbitan izin sektor
Pertanian.
- Kelerampilan Kerja :
Dapat mengoperasikan
+ computcr.
» Dapat bekerjasama dalam tim,

- ' : e Teliti dan cermat.
' Disiplin, Jujur dan Bertanggung
jawab.

« NMemenuhi kualifikasi sebagai |
anggota Tim Teknis.




1V. SEKTOR PENDIDIKAN,

Surat Izin Operasional PAUD (T, KB, TPA dan SP3)

Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Bwasta.

Surat [2in Operasional Sckolah Mencngah Pertamma Swasta
Izin Mendirikan Sckolah Barni (Pendidilzan Dasar)

Izin Pendirian Pendidikan Kesetaraan (Palket A, B, dan C).
Izin Pendirian PAUD Bearu {TK, KB, TPA, dan SPS).

DN

KGMPGJ\‘EN PENYAMPAIAN PELAYANAN {SERWCE DEIJVER!?

NO | KOMPONEN " URAIAN
1. | Persyaratan 1. Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA
Pelayanan dan SPS).
B _ 1] Surat Permohonarn;

2] ldentitas Pemochon;
a. Fotokopi KTP.
b. Fotokopi NPWP (bagi pemochon
peroerangarn).
c. Fotokopi kartu Izin Tinggal (KITAS)
atau VISA bagi WNA.
3] Fotokopi Akta Notaris;
41 TFotokopi NPWP Lembaga/yayasan;
5) Fotokopi IMB/PB(;
6) Fotokopi NIB;
7] Bukti Kepesertaan BPJS
Ketegakerjaan cdan BPJS
Kesehiatan;
8) Profil Sekolah yang terdirl dari Visi, Misi,
dan Struktur Qrganisasi;
9] Berkas Pengusulan Akreditasi/Sertifikasi
Sekolah;
10) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
(SPPL);
11} Relcomendasi Kepala Dinas Pendidikan
Kabupsuten;
12} Bulkti lunas PBB.
(Jika ada
perubahan/perbedaan /ketidaksesuaian, maka
mengacu pada peraturan perundang-
undangan vang berlakaa).

2. Surat Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta.

1} Surat Permohonan;
2) Identitas Pemohon;

a. Folokopi KTP.

h. Fotokopi NFWP {bagl pemohon
- pororangany.

c. Folokopi Kartu Izin Tinggal (KITAS)
atau VISA bagi WNA,

3) Jdika yang merngajukan izin adalah Badan

Hukum:

a, Fotokopi Akta Pendirian dan SK
Pengesahan Kemenkumbam,
jilka PT dan Yayasan.

L. Fotockopi Akta Pendirian dan 8K
Pengesahan Kementerian/Dinas
Koperasi, jika Koperasi,

I [ c. Fotokopi Akta andi_risn dan SK
Pengesahan Pengadilan, jika CV,
id. Fotokopi Akta Perubahan SK dan SK

e e | e




} perubahan dari Kemenkumhanm, jika
ada perubahan.
e. Folokopi NFWP Sekolah.

4) Jika dikunasaikan:

a  Surat kuasa diatas kertas bermaterai
Rp.10.000,-

b. Fotokopi KTP penerima kuasa.

5) Fotokopi IMB/PBG;

6} Rckomendasi dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten;

7) Bukti Kepesertaan BPJS

- Ketegakerjaan dan BPJS

Kesehatan;

- ] Surat Keterangan Yayvasan terdaftar di
Dinas Sosial;

9) Pertimbangan atau alasan pendirian
sckolah dari Ketua Yayasan,

10) Surat pemyataan kesanggupan untulk
melaksanakan kurikulum yang berlaku
secara nasional;

11) Surat Keputusan Yayasan
pengangkatan Kepala Sekolah;

12) Daftar stafl pengajar/pendidik;

13) Memiliki peserta didik sekurang-lcaranghya
15 orang;

14) Surat pernvataan kepala sckolah
fbermaterai Ep.10.000,-) yang
menyatakan sanggup melaksanakan jam
bolajar mulai pukaal 07.00 WIB;

15} Proposal telonis;

16} Analisa dampak lalu lintas apabila berada
di jalan arteri primer maupun sckunder.

17) Berkas Pengusulan Akreditasi/Sertifilkkasi
Selwolah;

18} Bulcti kepesertaan BRJS
Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan;

19} Bukti lunas PBB.

Jika ada
perubahan /perbedaan/ketidaksesuaian, maka

mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku).

3. Surat Izin Operasional Sekolah Menengah
Pertama.

1) Surat Permohonan;
2] Identitas Pernohon;

a, Fotokopi KTP.

b. Fotokopi NPWE (bagi pemohaon
- perorangan).

c. Fotokopi kartu Izin Tinggal (KITAS)
atau VISA bagi WNA,

3} Jika yang merngajukan izin adalah Badan
ket

a. Fotokapi Akta Pendirian dan Sk
Pengesahan Kemenlkumbiam,
jika PT dan Yayasan.

b, Fotokopi Akta Pendirian dan SK
Pengesahan Kementerian/Dinas
Koperasi, jika Koperasi,

c. Fotokopi Akta Pendirian dan SK

=



Pengesahan Pengadilan, jika CV.

d. Fotolkopi Akta Perubahan SK dan SK
perubahan dari Kemenkumham, jika
ada perubahan,

e, Fotokopi NPWP Sckolah.

4}  Jilka diknasalkan:

a. Bural kuasa diatas kertas bermaiterai
Ep.10.000,-

b. Fotokopt: KTP penerima kuasa.

5} Fotokopi IMB/PRG;

6] Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan

- Kebuidayaan Kabupaten;

7]  Bukti Kepesertaan BPJS
Kctegakerjaan dan BEJS
Kesehatan;

8] Surat Keterangan Yayasan lerdaftar di
Dinas Sosial;

9)  Pertimbangan atau alasan pendirian
sekolah dari Ketua Yayasan.

10) Surat pernyataan kesanggupan untuk
melaksanalian kurikulum yang berlaku
secAra nasional;

11) Surat Keputusan Yayasan
pengangkalan Kepala Sekolah;

Memiliki pescrta didik selurang-
kurangnya 15 orang;

13) Bural pernyataan kepala sckolah
(bermaterai Rp.10.000,-) yang
menyatakan sanggup melaksanakan jam
belajar mulai pukul 07.00 WIB;

14} Proposal teknis;

15) Analisa dampak lalu lintas apabila
berada di jalan arteri primer maupun
sekunder;

16} Rerkas Pengusulan Akreditasi/Sertifikasi
Sekolah,

17) Bukti kepesertaan BPJS
Ketenapalteriaan dan BPRJS
Kesehatan;

18] Buktii hanas PBI.

(Jika ada
perubalian/perbedaan/ketidaksesnaian, maka

merngacu pada peraturan perundang-
undangan ¥ang berlakn}.

4, ¥}zin Mendirikan Sekolzh Baru (Pendidikan

- Dasar).

1] Surat Permochonan;

- 2] Idenlitas Pemochon;

a. Fotokopi KTT.

] b. Fotokopi NPWP (bagi pemohon

PETOrangan).
c. Fotokepi Kartu Izin Tinggal (KITAS)
atau VISA bagl WNA.

3] ERencana Induk Pengembangan
Satuan Pendidikan (RIPS};

4] Altta pendirian dan perubahan serta
memperoleh pengesahan dari
Kementerian Hukum dan Hak Azazi
Marnusia;




5} Hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian dari segi tata ruang, geografls,
dan ekologis;

£] Hasil studi kelayakan tentang prospek
pendirian dari segi prospek pendaftar,
keuanigan, sosial, dan budaya;

7] Data mengenai perimbangan antara
jumlah satuan Pendidikan formal
dengan penduduk usia sekolah di
wilayah tersebut;

8] Data mengenai perkiraan jarak sekolah
yang diusulkan diantara sekolah formal
yang sapenis;

3) Dala mecngenal kapasilas daya tampung
dan lingkup jangkauan sekolah formal

. sgjenis yang ada;

1] Data-mengenai perkiraan pembiayaan
untulk kelangsungan Pendidikan paling
sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik
herikutnya;

11) Data mengenait status kepemilikan
tanah dan/atau bangunan, yang
dibuktikan dengan dokumen
kepemilikan yang sah;

12) Izin Mendirikan Bangunan atau
Persetujuan Bangunan Gedung dengan
fungsi bangunan sekolah/fasilitas
Pendidikean;

13) Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
rclcomendasi lalu lintas antuk
sekolah /{asilitas Pendidikan;

14) Rekomendasi UKL-UPL
{(PKLH}/Rckomendasi AMDAL
{SKKLH)/Persetujuan Lingkungari;

15} Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten,

16} Bukti lunas PBB.

{Jika ada

perubahan /perbedaan/ketidakscsuaian, maka

mengacu pada peraturan perundang-

undangan yvang berlaia).

5. Izin Pendirian Pendidikan ¥esetaraan

{Paket A, B, dan CJ.

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pendiri;

2) Susunan Pengurus dan rincian tugas;

3) Sural keterangan domisili dari Kepala
Desa/Lurah;

4} Keterangan kepemililtan atau louasa
penggunaan tempat pembelajaran
selama 3 (tiga) tahuan;

5] Akta Pendirian (Bagi Badan Hulum);

6) Rencana Pengembangan satuan
Pendidikan dengan mengacu pada
Standar nasional Pendidikars.

7] Rekomendasi dari Dinas
Pendidikan dan Kebhudayaan
Kabupaten;

8} Fotolopi NFWF;

9] Bukti kepesertaan BRJS
Ketenagakerjaan dan BPJS




Kesehatan,
10) Bukii lunas PBES.

6. Izin Pendirian PAUD Baru (TK, KB, TPA,
dan SPS),
a. Persayaratan Pendirian TK:

1]
2}

3}

1)
5)

6]

7]

4]
9)

Fotokopi identitas pendiri;

Surat keterangan domisili

dari kepala desa/larah;

Susunan pengurus dan rineian
tugas;

Hasil penilaian kelayakan;
Rencana Induk Pengembangan (RIP)
TK.

Rencana pencapaian standar
penyelenggaraan TK paling lama 3
(tiga) tahun;

Rekomendasi dari Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten;

Fotokopi NPWP,

Bukti kepesertaan BPJS
Ketcnagakerjaan dan BPJS
kesehatan;

10} Bukti lunas PEB.

(Jika ada
perubahan/perbedaan/ketidaksesuaan,
maka mengacl pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku).

b. Pefsyaratan Pendirian KB, TPA dan 3PS;

1)
Z)

3]
4]
5]

6]

7)
8)

9}

Fotokopt identitas pendiri;

Surat Keterangan domisili dari kepala
desa/lurah;

Susunan pengurus dan rincian tugas;
Hasil penilaian kelayakan;

Rencana pencapaian standar
penyelenggaraan KB/TPA/SPS

paling lama S ([lima) tahun;
Rekomendasi dari Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten;

Fotokopi NPWD,

Bukti kepesertaan BPJS
Ketcnagakerjasn dan BPJS
kesehatan;

Bukti lanas PBB.

[Jika ada
perubahan /perbedaan f ketidakscsuatan,
maka mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlalcu).

3. | Sistem,
Melkanisme, dan
Frosedur

Pemohon

mengisi  form
permohonandengan dilenglkapi

persyaratan administrast yang di tetapikan
baik Softcepy maupun hardcopy atau
melakukan pendaftaran




ot

10.

11.

Petugas pendaftaran perizinan teneliti
persyaratan administrasi sesuai dengan izin
yvang dimochon.

Jika persyaratan administrasi perizinan
lengkap, pelugas Front Office melakukan
pendaftaran dan mengunggah persyaratan.
Petugas [Front Office memvalidasi dan
memberikan tanda terima berkas
permohonan, kemnudian diteruskan ke Back
CHfice.

Pectugas Back Office melakukan penginputan
data-data yang Jdbutuhkan pada draft
naskah 1zin.

Pejabat Fungsional yang membidangl
perizinan melakukan verifikasi dan validasi
berkas/dolkumen permochonan melalui
lembar kendali.

Draft naskah izin diserahkan ke Kabid
untul dilakuken validasi.

Naskah izin yang telah divalidasi
selanjutnya diberi pcecnomoran dan
penctapan izin.

lIzin wyang telah ditetapkan selanjutnya
dilakukan penandatanganan secara
clektronik olch Kepala Dinas.

Pctugas Pack Office mencetak izin dan
meneruskan Ke

Front Office.

Petugas Front Office menyerahkan izin
kepada pemohon dengan meminta kembali
bukti tanda terima berkas dan/atau
mengirimkan melalui Email/WhatsApp,
serta mengarahlian pemohon untuk mengisi
kuesioner Survey Kepuasatt Masyarakat
(SKM).

(Alur/ Flowchart ferlampir)

3. | Jangka Waktu
Penyelesaian

1. Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA dan
SPS), 3 {tiga) hari kerja.

2,

3.

1

Surat Izin Operasional Sekolah Dasra

Swasta), 3 (tiga) hari kerja.

Surat Izin Operasional Sekolah Menengah

Pertarna Swasta), 3 (liga) hari kerja.

.Izin Mendirikan Sekolah Baru (Pendidikan

Dasar}, 3 {tiga) hari kerja.

. Perpanjangan Izin Operasional Selkolah

Dasar, 3 (tiga) hari kerja.

.Izin Pendirian PAUD Baru, 3 (tiga)

hari kerja. (Setelah persyaratan
diterima secara lengkap).

B} 4. | Biaya/Tarit

Pelayanan ini tidak berhiaya {Gratis).

5. | Produk 1. Sural Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA dan
Pelayana SFS).
It 2. 8Surat Izin Operasional Sekcolah Dasra Swasta.
3. Surat Izin Opcrasional Selkolah Menengah
Pertarna Swasta
4. fzin Mendirikkan Sekolah Baru (Pendidikan
5 Dasar)
5. Perpanjangan Izin Opcorasional Sekolah Dasar.
‘ _ 6. Izin Pendirian PAUD Bar.




’ 6. | Penanganan 1. Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan

Pengaduan, Terpadu Satu Pinte Kabupaten Kerinct

Saran, dan merangani pengaduan yang berhubungan

Mastilkan langsung dengan pelayanan yang menjadi
kewcnangannya;

2. Masvarakat dapat menyampaikan

pengaduan, saran dan masukan melalui :

a. Petugas pengaduan;

b, SBurat:

c. Kotak pengaduan, saran dan masuk

d. Survey Kepuasan Masyarakat melalui

3. Pengaduan yang disampaikan secara
langsung dan dapat diselesaikan saat
pengadian diterima malksa petugas
pengaduan akan menyampaikan Jjawaban
saat  itu juga dengan  sepengatahuan
alasan/pimpinan;

4, Pengaduan yang memerlukan kajian lebih
lanjut akan diselesaiksn melalui tahap ;

a. Pemerlksaan lapangan

b. Rapat keordinasi.

Jawaban atas pengaduan akan disampaikan

sccara lisan atau tertulis.

KOMPONEN PENGELOQOLAAN PELAYANAN {MANUFACTURING)

NOJ  KOMPONEN ~ URAIAN _

7. | Dasar Hultum 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Eebudayaan Nomeor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satusn Pendidikan Nonformsal,

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomer 31 Tahun 2014 tentang
Kerja Sama Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga
Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan di Indonesia;

. Peraturan Menteri Pendidilcan dan
Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Pedorman Pendiriat, Perubahan dan
- Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Mencrnigah;
_ 7. Peraluran Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomer 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dinii;

6. Peraturan Menteri Dalam Wegeri Nomor 138
Tahun 2017 tentang  Penyelenggatraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci
Nomor 4 Tahun 2019 lentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 19




' Tahun 2025 tentang Pendclegasian |
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
dan Non Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Kcpads Kepala Dinas Penansunan
Modal dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerinci.

5. Sz}rana,' ‘Sarana ;
Prasarana a. Perangkat Komputer, printer dan scaner
dan/atan h. Alat Tulis Kantor
Fasilitas ¢. Sisterm Informasi Manajemen Perizinan

Terpadu DPMPTSP

d. Blanko/Formulir izin

e. Brosur pengurusan izin

f. Papan inlormasi dan persyaratan izin
Telepon

Webaite,

Jaringan Internet.

Kotak pengaduan.

Kamera pengawas CCTV.

Mesin [olokopi.

1. Pendingin rmangail.

Televisi,

Alat Pernadam Api Ringan {APAR).
. Alat pengukur kepuasan layanan.

TOREgrET oD

Prasarana :
Loket Informasi.
Loket Pelayanan.
Mesin Antrian.
Loket Administrasi Perizinan {(Fronf
Office) dan Tim Teknis Perizinan (Back
Offtca)
Loket Pengaduan.
Ruang layanan konsultasi,
Loket Pengambilan {zin
Loket Kasir/bendahara
Ruang Penyimpanan Arsip.
Ruang tunggu.,
Fuang rapat.
Ruang laktasi.
rm. Ruang bermain anak.
n. Ruang Perpustakaan.
0. Tempat ibadah
p. Halaman Parkir.

- . | Kompetensi a. Pe_]abat Struktural

Peclaksana Memilikki kompetensi dan kewenangan
dibidang perizinar:.

- Menguasai prosedur tentang penerbitan
izirl,

- Mengetahui dan memahami peraturun
terkait perizinan.

- Memenuhi kualifikasi sebagaimana
telah ditetapkan datam dokumen
standar ltompetensi untuk jabatan
terkait,

Lo Fu

r_w‘:“-r"_:-:a_‘q i




. Petugas Front Office

Pendidilkkan : Minimal lulusan

SMA/Sederajat.

Pengalaman : -

Berwawagan hias.

Pengetahuan Kerja :

+ Memahami tupoksi unit kerjanya.

s Memahami mclkanisme dan administrasi
perizinan.

s+ Mengetahui dan memahami tata cara
penerbitan izin scktor PUPR.

Keterampilan Kerja

+ Dapat mengoperasikan computer.

¢ Raomah dan berorientasi pada kepuasan
pclanggan,

¢ Dapal bekerjasama dalam tim.

Disiplin, Jujur dan Bertanggung jawal.

Berpenampilan Menarik

c. Petugas Buack Office

Pendidikan : Lulusan D3 atau 81 (semua

jurusanyj.

Pengalaman : -

Berwawasan luas,

Pengetahiuan Kerja :

s Memahami tupolesi unit kerjanya.

+ Memahami mckanisme dan administrasi
perizitnian.

« Mengetahui dan memahami tafa cara
penerbitan izin sekior Pendidikan.

Keterampilan Kerja :

s Dapat mengoperasikan computer.

+ Dapat belccrjasama dalam tim.

+ Teliti dan cermat.

Disiplin, Jujur dan Bertanpggung jawab.

d. Tim Telknis

Pendidikan @ Lulusan 81 (semua jurusan),

Pcngalaman @ -

Berwawasan lnas.

Pengetahuan Kerja :

» Memahami tupoksi unit lkerjanya.

+ Memahami mekanisme dan administrasi
perizinari.

s Mengetahui dan memahami tata cara
penerbitan izin sekifor Pertanian.

Keterampilan Kerja :

= Dapat mongoperasikan computear,

+ Dapat bekerjasama dalam tim.

= Telili dan cermadt.

Disiplin, Jujur dan Bertanggung jawab.

Memenuhi kkualifikasi sebagai anggota Tim

Teknis.




10.

Pengawasan
Internal

1. Pemantauan kinerja dilakukan dengan
menggunakan kartu kendali pelayanan yang
melekat pada berkas pelayanan.

2.Kartu kendsali ini askan mengikuli proses
perjalanan berkas dari satu petugas ke
petugas lainnya dari mulai  diterimanya
berkas hingga pemprosesan berkas selesai.

3. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan
tanggal penyerahan dan penerimaan sesual
dengan alummya. IDengan demikian akan
dapat diketahui dimana letak kesalahan jika
terjadi keterlambatan atau penyelesaian
pelayanan yvang tidak sesuai dengan wakilu
yvang telah ditentukan.

4 Kartu kendali akan dikumpulkan setiap
waktu atau Ketika terjadi komplain dari
pemchon untuk ditindaklanjuti.

11,

Jumlalz
Pelaksana

Jumlah  petugas yang terlibat untuk

melakukan  pelayanan setiap  izin/jenis

layanan ini adalah 17 (tujuh belas) orang,

vakni:

- 1 orang pejabat eselon II

- ] orang pejabat struktural /administirator.

- 3 orang pejabuat fungsional /setara cselon IV,

- 4 orang petugas Front Office.

- 8 orang petugas Back Oifice.

< Jumiah personil tim teknis menyesuaikan
kebutuhan.

12,

Jaminan
Pelayanan

a. Apabila produk layvanan sudah seclcsai maka
petugas wajib menginformasikan kepada
pemohonmelalui Telepon/ WA/ Tracking !
Syaterm.

b. Apabila produk layanan sudah selesai dan
dajam waktu 1 {satu) bulan dari tenggal
selesainya  belum  diambil

pemohon, maka petugas membual
pemberitaliuan kepada pemohon agar segera
mecngambil produk layanan tersebut.

13.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayvanan

T A s

.Untulk menjamin  keamanan dalam

penyclenggaraan pelayanan disediakan |
petugas keamanan yang akan ditugaskan di:
area loket pelayanan.

.Gedung  pelayanan  dilenglkapl  dengan Alat |

Pemadam Api Ringan (APAR} serta kamera
CCTV.

.Surat izin/Surat keputusan izin dibubuhi

tanda tangan eclekirenik, sehingga dijamin
keaslianny:a.

.Surat Izin/Surat Keputusan Izin
. menggunakan kerias berkop Dinas
. Pada $K izin dilengkapi dengan barkode.




14.

KEvaiuasi
Kinerja

Evaluast kinerja pelaksana dimaksudkan untuk

mengetahul seberapa jauh pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan standar pelayanan. Adapun

upayva ini akan dilaksanakan dengan :

a. Mclaloukan survey indeks kepuasan
masyarakat

a.l. Burvey dilakukan kepada masyarakat
pengguna layanan Dinags Penoanaman
Modal dan Pelayanan 7Terpadu Satu
Pintuz Kabupsaten Kerinci untuk
mengulkoar mutu dan kualites pelayanan
kepada Masyaralat serta  untuk
mengatahni tingrlcat kepuasan
masyarakat dan menjaring keluhan
terhadap pelaksanaan pelayanai.

a.2. Survey dilakukan secara terus
menerus dengan meminta liepada
pengguna layanan untuk mengisi
knesioner yvang terdapat pada Survei
Kepuasan Masvarakat online dengan
alamat http://www.lapor.go.id pada
saal mengambil naskah perizinan
dan/atay nonperizinan di  Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu: Satu Pintu  Kabupaten
Kerinei.

a.32 Pengolahan dala untuk mengetahui
angka Indeks Kepuasan Masyarakat
dilakukan  secara periodik  setiap
Scmester (enam bulan sckali},

a.4. Hasil survey berdasarkan pedoman
pengelashan data SEM (Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatar
Negara dan Reformasi Birokrasi)

a.5. Hasil survey dengan indeks persepsi
“wurang baik” ditindaklanjuti dengan
melakukar: pembahasan hersama
bagian terkait untuk dicarikan jalan
keluar untuk dapat meningkalkan
indeks dan dibuatkan perencanaan
tindak lanjut untuk perbaikan pada
unsur-unsur yvang dinilai  masih
rendal.

b. Penilaian kinerja pegawal oleh Scloretaris

DPMPTSP Kabupaten Kerinci.

7. Persetuj uan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(PKKPR)/Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang KKKPR)



‘ Nog KOMPONEN URAIAN

KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

1. | Persyaratan Pelayanan Persetujuan Kesesualan Kegiatan

Pemanfaatan Ruang

{PKKPR)/Konfirmasi Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang KEKEPR)

1. Surat Permohonan dengan
memusat paling sedikit:

a. Keoordinatl lokasi;
b. Kebutuhan luas lahan kegiatan
pemanfaatan riang;

- c. Informasi penguasaan tanah;

d. Informasi jenis usaha;

- ‘e. Rencana jumlsh lantai
bangunan (jika ada rencana
pembangunan gedung);

f. Rencana luas lantai
bangunan (jika ada rencana
pembangunan gedung); dan

g. Rencana teknis bangunan
dan /fatau rencana indulk
Kawasan.

Fotokopi KTF;

Fotokopi NPWP;

Namor Induk Berusaha

funiulk kegistan berusaha);

5. Dokumen rencana penggunaanr air
baku /air bersih jika kegiatan
usaha berdampal terhadap
ketersediaan dan kualitas air
bakufair bersihj;

&. Pertimbangan Telinis dart Kantor

Pertanahan; (Jika ada

perubahan/perbedaan/kelidaksesual

an, maka mengacu pada peraturan

) _ | perundang- undangan yvang beriaku).

2. | Sistem, Mekanisme, dan 1. OPDR/Tim Teknis mengupload

Prosedur berkas Pertek dan PNEBP melalui
088,

2. Kepala Dinas melakukan verifikasi
dan validasi berkas Pertek dan
PNBP.

3. Peniohon dapal melihat
Konfirmasi/Persetujuan KKPR

b b

melalui OSS.
(Alur/ Flowchart terlampir)
3. | Jangka Waktu Persctujuan Kesesuaian Kegiatan
B Penyelesatan Pamanfaatan Ruang

(PKKPR)/Konfirmasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKKPR],
20 {dua puluh) hari kerja. {Setelah
persyaratan diterima secara lengkap).

4_ | Biaya/Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak
sesuai
ketentuan, ]
5. | Produk Pclayanan Persetujuan Kesesualan Kegiatan

Pemanfaatan Ruang
(PKKPR)/Kenfirmasi Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang KKKPR)
&. | Penanganan Pengaduan, |1, Dinas Penanaman Modal dan
Saran, dan Masukan Pelayarian Terpadu Satu Pintu




Kabupaten Kerinecl menangani
pengaduan yang
berhubungan langsung dengan
pelayanan yang menjadi
kewenangannya;
Masyarakat dapat menvampaikan
pengaduan, saran dan masukan
melalui:
a. Petugas pengaduan;
b. Surat;
¢. Kotak pengaduan, saran dan
masuksa
d. Burvey Kepuasan Masyaralkat
melsliii alamat
http:/ fvrarw. lapor.id.go
Pengaduan vang disampaikan
secara  langsung dan dapat
diselesaikan saat pongaduan
diterima malka petugas pengaduan
alkan menyampailan jawaban saat
itu juga dengan sepengatahnan
atagan/pimpinat;
Pengaduan VAT imemerlukan
kajian lebih lanjut akan
diselesaikan melalui tahap;
a, Pemeriksaan lapangan
b. Rapat koordinasi.

- Jawaban atas pengaduan akan

dizsampailkan secarsa liszan atan
tertulis.

"KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7.

Prasar Hulouam

1.
2.

E.:'I

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah  Repubiik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
tenlang Penyelenggaraan Perizinan
Beruszaha Berbasis Risilko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2021 tentang
Penyclenggaraan Perizinan Berusaha
di Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparalur Negara dan Reformasi
Birolsrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Peclayanan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 13 Tahun 2021
tentang Pelaksanazn Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfastan
Ruang;

Peraturan Badan Koordinasi

Penanaman WModal Nomor 4 Taliun
2021 tentang Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Fasililas Penanaman Modal; {




) Peraturan Menteri Dalam Negeri!
Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Felayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupalen
Kerinci Nomor 4 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

12. Peraturan Bupati XKerinci Nomor
19 Tahun 2025 tentang

- ' Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Perizinan dan Non

Pcrizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kerinci,

5. | Barana, Prasarana Sarana:

dan/atau Fasilitas a. Perangkat Komputer, prinfer dan
scaner

Alat Tulis Kantor

Sistem Informasi Manajemen
Perizinan Terpadu DPMPTSDP
Blanke/Fornmlir izin

Brosur pengurusan igin

Papan informasi dan persyaratan
izin

Telepon

Welbsite.

Jaringan Internet.

Kotak pengaduarn.

Kamera pengawas CCTV,

Mesin fotokopi.

m, Pendingin ruangan.

n. Televisi.

0. Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
p. Alat pengukur kepuasan layanan.

0z

X

T

a

Prasarana:
. Loket Informasi.

Lokel Pelayanan.

Mesin Antrian.

Loket Administrasi Perizinan (Iront
Office} dan Tim Teknis Perizinan
(Back Office)

e. Loket Pengaduan.

. Ruang layanan konsultasi.
g. Loket Pengaunbiltan Izin

h. Loket Kasir/bendahara

i. Ruang Penyimpanan Arsip.
j. Ruang tunggua.

k. Ruang rapat. |
l. Ruang laktasi. |
m. Ruang bermain analk. |
n. Ruang Perpustakaan. ' I
o. Tempat ibadah
p. Halaman Parkir,

ange




Kempetensi Pelaksana

3. Pejabat Struktural

Memilild kompetensi dan
kewenangan dibidang
perizinar.

Menguasai prosedur tentang
penerbitan izin.

Mengetahiui dan memaharni
peraturan lerkait perizinan.
Memenuhi kualifikasi
sehagaimana telah
ditetapkan dalam dokumen
standar kompetensi untulk
jabatan tcrkait.

h.Petugas Front Office

Pendidikan :

Minimal lulusan-

SMA/ Bederajat.

Pengalaman; -

Berwawasan luas.

Pengetahuan Kerja:

s Memahami tupolssi unit
kerjanya.

* Nemeabhami mekanisme dan
administrasi petizinan.

# Mengetahui dan
mernahami fala cars
penerbitan izin sektor
PUPE.

Keterampilan Kerja:

» Dapat mengoperasikan
computer,

* Ramah dan berorientasi
pada kepuasan pelanggan,

* Dapat bekerjasama dalam Utm.

Disiplin, Jujur dan Bertanggung

jawab,

Berpenampilan Menarilk.




c. Petugas Back Office

Pendidikan : Lulusan D3

atau S1 (scmua jurasan).

Pengalaman: -

Berwawasan luas.

Pengetahuan Kerja:

+ Memahami tapolisi unit
kerjanya.

» Mermnahami mekanisme dan
administrasi perizinan.

» Mengetahui dan
memahami tata cara
penerbitan izin sektor
Pertariai.

Keterampilan Kerja:

+ Dapat mengoperasikan
compuiter.

s Dapat bekerjasams dalam tim.

» Teliti dan cermat.

Disiplin, Jujur dan Bertanggung

Jawsks.

d.Tim Teknis

Pendidikan : Lualusan S1 {semua

jurusan).

Pengalaman: -

Berwawasan luas.

Pengectahuan Kerja:

» Memabami tupolis] unit
kerjanya. '

» Memahami mekanisme dan
administrasi perizinan.

s Mengetahui dan
memahami tata cara
penerbitan izin sektor
Pertanian.

Keterampilan Kerja:

+« Dapat mengoperasikan
comptiter,.

s Dapat bekerjasama dalam tim.

s Teliti dan cermat.

Disiplin, Jujur dan Bertanggung

jawab.

Memenuhi kualifikusi sebagai

anggota Tim

Teknis.




10Q.

Pengawasan Internal

Pemantauan  kinerja  dilakukan
dengan menggunakan kartu
kendali peclayanan vyang melekat
pada berkas palayanan.

2. Kartu kendali ini akan mengikuti

proses perialanan berkas dari satu
petugas ke petugas lainnya dari
rmulai diterimanya berkas hingga
pemprosesan berkas selesal.

3. Setiap petugas wajib melakulkan

paraf dan tanggal penyerahan dan
pcnerimaan sesual dengan alurnya.
Dengan demikian akan dapat
diketahui dimana letak kcsalahan
jika terjadi keterlambatan atau
penyelesaian pelayanan yvang tidak
sesual dengan waktu yang telah
ditentukan.

4. Kartu kendali akan dikumpulkan

setiap walktu atau Ketilza terjadi
komplain dari pemochon untuk
ditindaklanjuti.

11.

Jumlah Pelaksana

Jumlah petugas vang terlibat untuk
melakiulcan pelayanan setiap
ivin/jenis layanan ini adalah 17
{tvjuh belas) crang, yakni:
- 1 orang pgjabat eselon Il
- 1 crang pejabat
struktural /administrator.
- 3 orang pejabat fungsional/setara
asalon IV,

- 4 orang petugas Front Office.

- 8 orang petugas Back Office.
% Jumlah personil tim
teknismenycsuaikan

12

Jarninan Pelayanaﬁ

kebutubhar. .

a. Apahila produk layanan sudah
selesai maka petugas wajib
menginformasikan kepada pcmohon
melalai Telepon/WA/Tracking
System.

b. Apabila produk layanan sudah

selesai dan dalam waktu 1 (safu)
bulan dari tanggal selesainya belum
diarnbil pemohon, maka petugas
membuat pemberitahuan  kepada
pemohon  agar segera mengambil
produk layanan tersebut.

] Jaminan Keamanan dan

Keselamatan Pelayvanan

1. Untuk meinjamin
keamanandalam penyelenggaraan
pelayanan disediakan petugas

keamanan yang akan ditugaskan di
area loket pelayanan.

2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan

Aat Pemadam Api Ringan [APARK)
serta kamera CCTV.

3. 8urat  izin/Surat keputusan izin

dibubuhi tanda tangan elektronik,
sehingga dijamin keasliannya.

4, Surat Izin/Surat Keputusan Izin

menggunakan kertas berkop Dinas

5.Pada SK izin dilengkapi dengan




barkode.

1.

Evaluasi Kincria

Evaluasi kinerja peclaksana
dimaksudkan untuk mengetahui

seberapa jauh pelaksanaan kegiatan |

sesuai  dengan  standar pelayanan.
Adapun upayva ini akan dilaksanakan
dengan:

Melakulan survey indeks kepuasan
masyvarakat

a.l. Survey dilaltukan  kepsda
masyaralzat  penggunaiayanan

Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Kabupaten Kerincl untuk

mengukur muin dan kualitas
pelayanan kepada Masyarakat

serta untuk mengaiahui
tingkat kepuasan masyarakat
dan menjaring keluhan
terradap pelaksanaan
pelayanan.

a.2. Survey dilakiikan secara
terus e eris dengan
meminta  kepada  pengguna
layanan untuk merngisi

kiesioner yang terdapat pada
Survei Kepuasan Masyarakat
online dengan alamat http:
www.lapor.eo.id pada saat
mengambil naskah perizinan
dan/atan  nonperizinan  di
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanain Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kerinci.

a.o Pengolahan data untuk
mengetahui angka - Indeks
Kepuasan Masyaraleat
dilaknzkan  secara  periodik
setiap Semecster (enam bulan
sekali].

a.4. Hasil survey — berdasarkan
pedoman pengolahan data

SKM {(Perailuran Menter:
Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi

Birokrasi)
a.5. Hasil survey dengan indeks

persepsi “kurang baik”
ditindalzlanjuti dengan
melakukan pembahasan

bersama bagian terkait untuk
dicarikan jalan keluar untuk
dapat meningkatkan indegks
dan dibuatikan perencanaan
tindak larnjut untuk
perbaikan pada unsur-unsur

vang dinilai masih rendah.




' b, Penilaian kinerja pegawai oleh

SBeckretaris DPMPTSPP Kabupaten
Kerinci.

SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP.

1. Surat Keputusan Keclayakan Lingkungan Hidup (SKKLH}
2. Surat Keputusan Ketidaklayakan Linglkungan Hidup.

KOMPONEN PENAYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY]

KOMPONEN

URAIAN

1. | Persyaratan Pclayanan

A. Surat Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup {(KKLH)

1. Dokumen AMDAL yang telah
disetigjui;

2. Rekomendasi Kelayalkan
dari Tim Hi Kecahlian;

3. Bukii kepesertaan BPJS
Ketenagakeraan dan BPJS
Kesehatan;

(Jika ads
perubahan/perbedaan/ketidakse
suaian, maka mengacu pada
peraturan perundarg-
undangan vang berlalkg)

B. Keputusan Hetidaklayakan

Lingkunpgan Hidup.

1. Relkomendasi Ketidaklayakan
dari Tim Uji Keahlian;

2. Bukt kepesertaan BRJS
Ketenagakerjean dan BPJS
Kesehatan;

(Jika ada perubahan / perhedaan
! ketidaksesuaian, makn

mengacu pada peraluran

2. SisLéﬁl, Mekanisme, dan
Prosedur

. Pernohon mengisi form permohonan

dengan dilengkapi  persyaratan
administrasi yang ditetaplkan baik

softcopy maupun hardcopy ataun
melakukan pendaftaran.
Petugas  pcndaftaran perizinan

merieliti  persyaratan administrasi
seguai dengan izin yang dimohon.
Jika persyaratan administrasi
perizinan lengkap, petugas Front
Office melakukan pendaftaran.
Petugas Front Office memvalidasi
dan memberikan  tanda  terirna
berkas permohonan, kemudian
diteruskan ke Baclk Office.

Petugas Back Office melakukan
penginputan dala-data yang
dibutuhkan pada draft naskah izin.
Pejabat Fungsional vang
membidangi perizinan melakulkan
Draft naskah izin diserahlkan ke
Kabid uniuk dilakukan validasi.
‘Naskah izin yang telah divalidasi
sclanjutnya diberi penomoran dan
penetapan izin,




Izin yang telah ditetapkan
selanjulnya dilakukan
penandatanganan secara elckironik
oleh Kepala Dinas.

10.Petugas Back Qffice mencetak izin

11.

3. 14 angka Wakitu
Penyelesaian

1,

(Alur/ Flowchart terlampir)

dan meneruskan ke Front Qffice.
Petugas Mront Office menyerahkan
izin kepada pemchon dengan
meminta kembali bukli landa
terima berltas dan/atau
mengirimkan melalui
Email/WhatsApp pemohon, scria
mengarahkan permchon untuk
mengisi kucsioner Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM).

Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup (KKLH), 3
{tiga) hari kerja.

Keputusan Ketidaklayakan

Lingkungan Hidup, 3 (tiga) hari

kerja.
{Setelah persyvaratan diterime secara

lengliap).

4. Biaya /Tarif

Gratis/tanpa biaya. -

5. | Produk Pelaya nan

6. | Penanganan Péhgé:-_:luan,
Saran, dan Masukan

1. Keputuszan Kelayakan
Lingkungan Hidup (KKLH)

2. Keputusan Ketidaklayakan
Lingkungan Hidup.

1. Dinas Penanaman kodal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kerincl menangant

2. Masyarakat dapat mcnyampaikan
pengaduan, saran dan masukan
melalui ¢
4. Petugas pengaduan;
bh. S1urat;

c. Survey Kepuasan Masyarakat
melalui alamat
http; / /WWW. lapor.go.id

3. Pcengaduan yang disampaikan
secara langsung dan dapat
diselesaikan saat pengaduan
diterirna maka petugas pengaduan
akan menyampaikan jawaban saat
itu juga dengan sepengatahuan
atasan/pimpinan;

4. Pengaduan yang memerhakan

kajian iebih lanjut alcan
diselesailzan melalui tahap ;

¢. Pemcriksaan lapangan

d. Rapat koordinasi.

Jawaban atas pengaduan akan
disampailkan secara lisan atau
tertulis.




KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN {(MANUFACTURING)

7. | Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publil;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan
Beiusahs Berbasis Risiko;

4. Peraturan Pemerintah Momor 6

- Tahun 2021 tenfang
Penvelenggaraan PFerizinan Berusaha
di Daerah;
5, Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentarig

Penyelengparaan Pcrlindungan dan
Pengclolaan Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar
Pelayanan;

7. Peraturan  Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehulanan Nomor 3
Tahun 2021 tentang Standar
Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risike Sektor
Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Saiu Pintu Daeral;

Q. Peraturan Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dan Fasilitas Penanaman Modal;

10. Peraluran Daerah Kabupaten

" Kerinel Nomor 4 Tahun 201%
tentang Penyclenggaraan Pelayvanan
Terpadu Satu Pintu.

11.Peraturan Bupati Kerineci Nomor
14 Tahun 2025 tentang
Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan dan Non

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kepada Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satny

Piniu Kabupaten Kerinci.

=, Sai’ana, Prasarana Sarana
dan/atau Fasilitas a. Peranglkat Komputer, printer dan
scaner

b. Alat Tulis Kantor

c. Sistem Informasi
Manajemen Perizinan
Terpadn DPMPTSE

d. Blanko/Formulir izin




Brosur pengurusan izin

Papan informasi dan porsyaratan
izin

Telepon

Website.

Jaringan Internet.

Kotak pengaduan.

Katnicera pengawazs CCTY,

Mesin fotolkopi.

.Pendingin ruangan.

Televisi.

Alat Pemadam Api Ringan (APAR]}.
Alat pengukur kepuasan layanan.
rasarana ;

Loket Informasi.

Loket Pelayanan.

Mesin Antrian.

Loket Administrasi Perizinan (Fronf
Cffice] dan Tim Teknis Perizinan
(Baeck QOffice)

Loket Pengaduan.

Ruang layanan konsultasi.

Loket Pengambilan [zin

Loket Kasir/bendahara

Ruang Penyimpanan Arsip.
Fuang tungma.

Ruang rapat.

Fuang laktasi,

m. Ruang bermain anak.

n. Ruang Perpustakaan.

o, Tempat ibadah

p. Halaman Parkir.
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_Kompetensi Pelaksana

| a Pejabat Struktural

Memiliki kompetensi dan
kewenangan dibidang
perizinan.

Menguasai prosedur tenlang
pencrbitan izin,

Mengetahul dan memahami
peraturan terkait penzinan.
Memcnuhi kualifikasi
schagaimana t{clah
ditetapkan dalam dokumen
standar kompetensi untuk
jabatan terkait.

b.Petugas Front Office

Pendidikan

Minimal lulusan-

SMA/ Sederajat.

Pengalaman : -

Berwawasan luas.

Pengetahuan Kerja :

» Memahami tupcksi unit
kerjanya.

s Mcmahami mekanisme dan
administrasi perizinan.

¢ Mengetahui dan
memahami tata cara
penerbitan izin sektor
PUPR.

Keterampilan Kerja, .

+ Dapat mengoperasikan
cormputer.

» Ramah dan berorientasi
pada kepuasan pelanggan.

» Dapat bekerjasama dalam tim.

Disiplin, Jujur dan Bertanggung

jawahb.

Berpenampilan Menarik.

C. Petugas Back Office

Pendidikan : Lulusan D3 atau
31 (semua jurusan).
Pengalaman : -

Berwawasan hias,

Pengetahuan Kerja !

v Memahami tupoksi unit
kenjanya.

v Memahami mekanisme dan
administrasi perizinan.
Mengetahul dan memahami tata
cara penerbitan izin sektor
Pertanian.




* 1 - Kefterampilan Kerja :
* Blapat mengoperasikan
computer.
s Dapat bekerjasama dalam fim.
s ‘Teliti dan cermat.
- Disiplin, Jujur dan Bertanggung
jawab.

d.Timm Teknis
- Pendidilkan : Lulusan 31 (semua
jurusan).

- - Pengalaman : -

- Berwawasan luas.

- Pengetahuan Kerja :

« MMemahsami tupolesi unit
kerjanya.

» Memahami mekaniame dan
administrasi perizinan.

+ Mengetahui dan
memahami tata cara
penerbitan izin sekior
Pertanian.

- Keterampilan Kerja :

« Dapat mengopcerasikan
computer.

» Dapat hekerjasama dalam tim.

» Teliti dan cermat.

Disiplin, Jujur dan Bertanggung

jawab,

- Memenuhi kualifikasi sebagai

angpota Tim Telknis.

10} | Pengawasan Infernal 1. Pecmantauan kinerja dilakukan
dengan menggunakan eartu
kendali pelayanan  yang melekat
pada berleas pelayanar.

2. Kartu kendali ini akan mengikuti
proses perjalanan berkas dar satu
petugas ke petugas lainnya dari
muiai dilerimanya berkas hingga
pemprosesan berkas selesal.

3. Seliap petugas wajib melakukan
paerafl dan tenggsl penyverahan dan
penerimaan sesuai dengan alurnya,
Dengan demikian akan dapat
diketahui dimana letak kesalahan
jika terjadi leeterlambatan  atau

- : penyelesaian pelayanan yang tidale
' scfual dengan waktu yang lelah |
ditcntfukan.

4, Kartu kendali akan dikumpulican
setiap waktu atau Ketika lerjadi
komplain dari pemochon untuk
ditindaklanjuti.




v 11.[Jumlah Pelaksana Jumlah petugas yang teriibat untuk
melakulean pelayanan setlap
izin/jcnis layvanan ini adalah 17
{tuuh belas} orang, yakni:
- 1 orang pejabat esclon II
- 1 orang pejabat
struktural /administrator.
- 3 orang pejabat fungsional/setara
eselon 1V,
-4 orang petugas Fronl Office.
- 8 orang petugas Back Olfice.

- % Jumlah personil U  teknis
menyesuaikan kebutuhan,
- 12.| Jaminan Pelayanan a, Apabila produk layanan sudah
sclesai maka petugas wajib
menginformasikan kepada pemohon
melalui Telepon/ WA/ Tracking
Svstemnl.

b. Apabila produk layanan  sudah
selesail dan dalam
wakitn )1 (safu) bulan dari]
tanggal selesainya B
belum diambil pemohon, maka
petugas membuat pemberitahuan
kepada pemohon Bgar Segera
mengambil produk layanan fersebut,

13.] Jaminan Keamanan dan | 1. Untuk menjamin keamanai

Keselamatan Pelayanan 2. Gedung pelayanan dilengkapi dengan
Alat Pemadam Api Ringan [APAR]
serta kamera CCTV.

3. 8urat izin/Surat keputusan izin

. dibubuhi Landa tangan e<lektronik,
schingga dijamin kcasliannya.

4. Surat Izin/Surat Keputusan Izin
menggunakan kertas berkop Dinas
5.Pada SK izin dilengkapi dengan |

barkode. I
14.| Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja pelaksana
dimaksudkan untuk mengetahul
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan
aesnal  dengan standar pelayanan.
Adapun upaya ini akan dilaksanakan

demngan:
a. Melakulkan survey indeks kepuasan
masyvarakat

.a.1l. SBurvey dilalkukan kepada
masyarakat pengguna layanan

! Dinas Penanaman Modal dan
- Pelayanan Terpadun Satu Pintu
- Kabupaten Kerinci untuk

mengukur muiu dan kualitas
pelayanan kepada Masvarakat

serta untuk mengatahui
tinglkat kepuasan masyarakat
dan menjaring kelithan
terhadap pclaksanaan
pelayanan.

a.2. Survey dilaltukan secara
terus meneris derngzan
meminta kepada pengguna
layanan  unftuk mengisi

S B




a.3

a.i,

a.b.

Kuesioner yang terdapat pada
Survei Kepuasan Masyaralat

online dengan alamat
hitp: / /www.lapor. go.id padsa
saat mengambil naskah
perizinan dan/atau norl

perizinan di Dinas Penanaman
Moadal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Kerinci.

Pcngelahan data untuk
mengetahai angka Indeks
Kepuasan Masyarakat dilalikan
secara periodik setiap Semester
{enam bulan sckali).

Hasil survey berdasarkan
pedoman pengolahan data SEM
(Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Relormasi Birckrasi)

Hasil survey dengan indcks
persepst “kurang baik”
ditindaklanjuti dengan
melaltukan pembsahasan bersama
bagian terkait untuk dicarikan
jalan keluar untuk dapat
meningkatkan indeks dan
dibuatkan perencanaan tindak
lanjut wuntuk  perbaikan pada
unsur-unsur yang dinilai masih
rendah.

. Penilaian  kincria  pegawai oleh

Sekretaris

Kerinci.

DPMPTSP Kabupaien

ATI KERINCI,

NADI
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